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Konsep Dasar Ekonomi Syariah 

 

I. Tujuan 

Diharapkan peserta memiliki pemahaman mengenai definisi, dasar hukum, dan 

karakteristik ekonomi Syariah 

 

II. Pokok Bahasan 

1. Definisi Ekonomi 

2. Definisi Ekonomi Syariah 

3. Dasar Hukum Ekonomi Syariah 

4. Karakteristik Ekonomi Syariah 

 

III. Waktu 

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 45 menit 

 

IV. Metode 

Metode yang digunakan diantaranya: 

1. Permainan interaktif 

2. Curah pendapat dan diskusi 

3. Presentasi 

 

V. Media dan Sumber Belajar 

1. Flipchart, spidol, kertas piano, dan  metaplan 

2. Lembar mediasi presentasi 

3. Bahan bacaan mengenai definisi, dasar hukum, dan karakteristik ekonomi 

syariah 

 

 



 Konsep Dasar dan Transaksi Ekonomi Syariah - 3 

 

A. Definisi Ekonomi Syariah 

1. Definisi Ekonomi 

Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan 

berasal dari bahasa Yunani yaitu kata oikos atau oiku dan nomos yang berarti 

peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua 

yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam 

rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata 

rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri 

dari suami,isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih 

luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan duni.1 Atau secara umum 

Ekonomi didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam 

menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa 

yang dibutuhkan manusia 

Meskipun ilmu ekonomi belum berusia lebih dari dua abad, pembahasan 

dan analisis tentang masalah ekonomi telah berlangsung lama. Ekonomi, 

sebagaimana dikenal saat ini, mulai terbentuk di Eropa selama abad kedelapan 

belas. Namun, analisis ekonomi memiliki garis keturunan yang lebih panjang. 

Analisis ini dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan para filsuf Yunani kuno, 

cendekiawan Islam, aliran abad pertengahan, dan Merkantilis abad keenam 

belas dan ketujuh belas. Analisis ekonomi juga berkembang pada peradaban 

Tiongkok dan India kuno.2 

 

2. Definisi Ekonomi Islam/ Syariah 

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti 

masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. 

 
1 Iskandar Putong, Economics Pengantar mikro dan Makro, (Jakarta,Mitra Wacana 

Media,2010) h. 1 
2 Abdul Azim Islahi, A Study of Muslim Economic Thinking in the 11th A.H./17th C.E. Century 

(Jeddah, Saudi Arabia: King Abdulaziz University, 2011), http://spc.kau. edu.sa. 
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Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar 

dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai 

suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi 

kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka 

syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena 

menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari 

definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang 

apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima.3 

Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai 

berikut “Islamic economics is a social science which studies the economics 

problems of a people imbued with the values of Islam. Artinya ilmu ekonomi 

Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah 

ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.4 Sementara itu. M. 

Umer Chapra mengartikan ekonomi syariah sebagai berikut “Islami economics 

was defined as that branch which helps realize human well-being through and 

allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic 

teaching without unduly curbing Individual fredom or creating continued 

macroeconomic and ecological imbalances. Artinya ekonomi Islam adalah 

sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia 

melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam 

koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan 

individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan 

tanpa ketidakseimbangan lingkungan.5 Sedangkan Syed Nawab Haider Naqvi, 

 
3 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14 
4 Muhammad Abdul Manan, Islamic Economics, Theory and Practice, (India: Idarah Adabiyah, 

1980), h. 3 
5 Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 

2006), h. 16 
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ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi 

orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen6 

Berdasarkan uraian di atas, Hasanuzzaman menyimpulkan bahwa eknomi 

syariah "Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam 

syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan 

pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, 

sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya 

terhadap Tuhan dan masyarakat (Islamic economics is the knowledge and 

application of injunctions and rules of the shari'ah that prevent injustice in the 

acquition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to 

human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the 

society)7. 

 

3. Dasar Hukum 

Hukum ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang telah 

ditetapkan oleh Allah Swt dan hasil ijtihat (akal pikiran manusia). Sumber-

sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Allah Swt antara lain: 

a. Alquran 

Alquran merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Alquran 

adalah wahyu/firman Allah Swt yang diturunkan kepada nabi Muhammad 

Saw melalui malaikat dalam bahasa arab untuk dijadikan pedoman hidup 

bagi umat manusia. Alquran berasal dari kata kerja qara-a artinya (dia telah) 

membaca. Kata kerja qara-a berubah menjadi kata kerja suruhan iqra’ 

artinya bacalah, dan berubah lagi menjadi kata benda qur’an, yang secara 

harfiah berarti “bacaan” atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari.8  

 
6 Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, 

(Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. 29. 
7 Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: LPPI, 2006), h. 8. 
8 H. Mohammad Daud Ali, 2005, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam 

di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 79. 
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Karnanya segala aspek kehidupanumat manusia terkhusus umat islam 

bersumber dari Alquran termasuk aspek ekonomi. 

b. Hadis 

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Alquran yang berupa 

perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi’liyah), dan sikap diam 

(sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat 

(sekarang) dalam kitab-kitab Hadis.9 

Ekonimi syariah mengguankan hadis sebagai landasan hukum setelah 

Alquran, hadis digunakan untuk menyempurnakan penjelasan dari Alquran, 

sehingga kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik 

tanpa keluar dari hukum dan syariat islam. 

Sumber hukum ekonomi Islam yang telah dijelaskan tersebut di atas 

merupakan yang pertama dan utama. Selain itu, sumber hukum ekonomi 

Islam yang berdasarkan dari hasil ijtihad manusia melalui proses penalaran 

c. Sumber Hukum Berdasarkan Ijtihad Manusia 

Sumber hukum ekonomi Islam yang berdasarkan ijtihad manusia dengan 

menggunakan berbagai macam metode (cara), yaitu.  

1) Ijma 

Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai 

suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Dengan pengertian lain, 

ijma’ adalah kesepakatan para mujtahid pada masa setelah wafatnya 

Rasulullah terhadap hukum syara’ yang bersifat praktis (amali). H. M. 

Rasjidi mengartikan ijma’ dalam kontek kekinian yaitu persetujuan atau 

kesesuaian pendapat di suatu mengenai tafsiran ayat-ayat (hukum) 

tertentu yang terdapat dalam Alquran.10 

2) Qiyas 

 
9 H. Mohammad Daud Ali, Ibid., h. 97 
10 H. M. Rasjidi dalam H. Mohammad Daud Ali, Ibid., h. 120 
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Qiyas secara etimologi adalah mengukur dan menyamakan. Qiyas secara 

terminologi adalah menyamakan masalah baru yang tidak terdapat 

ketentuan hukumnya di dalam Alquran dan AsSunnah Nabi Muhammad 

Saw dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam 

Alquran dan As-Sunnah berdasarkan atas adanya persamaan illat 

hukum11Qiyas yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya 

dengan sesuatu yang sudah ada nash hukumnya karena persamaan illat 

hukum. Dengan kata lain, qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal 

yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alquran dan As-Sunnah atau 

Al-Hadis dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Alquran dan 

As-Sunnah (yang terdapat dalam kitab-kitab Hadis) karena persamaan 

illat (penyebab atau alasan) nya 

3) Masalih al-mursalah  

Masalih al-mursalah atau maslahat mursalah adalah cara menemukan 

hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam 

Alquran maupun dalam kitab-kitab Hadis, berdasarkan pertimbangan 

kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. 

4) Saddu al-Zara’i  

Saddu al-Zara’i atau Sadduz Zari’ah adalah menghambat atau menutup 

sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan. Sebagai 

contoh, melarang orang meminum seteguk minuman yang memabukkan 

(pada hal seteguk itu tidak memabukkan) untuk menutup jalan sampai 

kepada meminum yang banyak.12 

5) Istihsan 

Istihsan secara etimologi adalah memandang sesuatu baik. Menurut 

istilah, istihsan berarti memandang lebih baik meninggalkan ketentuan 

dalil yang bersifat umum yang dipandang lebih kuat. Hal ini berarti 

 
11 H. Zainuddin Ali, Op.Cit., h. 40 
12 Mohammad Hasyim Kamali dalam H. Zainuddin Ali, Op.Cit., h. 42 
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mengecualikan hukum kepada sesuatu peristiwa dari hukum peristiwa 

dan memberikan kepadanya hukum yang lain yang sejenisnya. 

Pengecualian dimaksud dilakukan karena adanya dasar yang kuat13 

6) Istishab  

Istishab adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang 

terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Atau dengan 

perkataan lain, Istishab adalah melangsungkan berlakunya yang telah ada 

karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya14 

7) ‘Uruf atau adat istiadat  

Uruf atau adat istiadat adalah kebiasaan yang sudah turun temurun 

keberlakuannya di dalam masyarakat.45 ‘Uruf yang dimaksudkan adalah 

‘uruf yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan 

tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan15 

 

4. Karakteristik Ekonomi Syariah 

Ekonomi syariah mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan yang 

lain Ekonomi syariah mempunyai karakteristik dasar yang menjadikan berbeda 

dengan ekonomu kapitalis dan sosialis, ekonomi syariah memiliki nilai nilai 

yang berfokus pada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Adapun beberapa 

karakteristik ekonomi syariah tersebut adalah sebagai berikut:16 

a. Ekonomi Ketuhanan 

Ekonomi syariah bersumber dari wahyu Allah Azza Wa Jalla dalam bentuk 

syariat islam. Ekonomi syariah adalah bagian dari pengalaman agama islam. 

Ekonomi syariah telah ada dan dipraktekan pada saat syariat islam ini turun 

yaitu sekitar 1438 tahun lalu. 

b. Ekonomi Pertengahan 

 
13 Abdul Wahab Khallaf dalam H. Zainuddin Ali, Ibid., h. 42 
14 H. Mohammad Daud Ali, Ibid., h. 122. 
15 H. Mohammad Daud Ali, Op.Cit., h. 123 
16 Yoyok Prasetyo, ""Ekonomi Syariah",(Aria Manfiri Group,2018)h.3 
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Ekonomi syariah mempunyai keseimbangan antara berbagai aspek, 

sehingga sering disebut sebagai ekonomi pertengahan. Ekonomi syariah 

mempunyai pandangan terhadap hak individu dan masyarakat diletakan 

dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan 

raga, akal dan hati, perumoamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan  

c. Ekonomi Berkeadilan 

Ekonomi syariah sangat memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak 

yang terlibat dalam praktek ekonomi syariah. Hal ini terkait dengan 

karakteristik ekonomi syariah pada point pertama, bahwa ekonomi syariah 

adalah ekonomi keutuhan sehingga diyakini lebih membawa keadilan. 

 

5. Pentingnya Ekonomi Syariah 

Islam sebagai risalah yang samawi yang universal atau menyeluruh, 

datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek material. 

Artinya, Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, 

budaya, dan perekonomian yang ditunjukkan pada umat manusia. Inilah yang 

diungkapkan dengan Islam yang mencakup tentang masalah akidah dan 

syariah, sebagai agama yang sempurna. Islam dilengkapi dengan sistem dan 

konsep ekonomi. Sistem ini dapat dipakai sebagai panduan bagi manusia 

dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi 

merupakan roda kehidupan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan 

materiil manusia, baik dalam kehidupan individu, maupun sosial. Islam 

menuntut umatnya untuk menganut dan mengamalkan ajaran Islam secara 

menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagai seorang Muslim yang 

taat beribadah, tentulah berbagai kegiatan bisnis atau usahanya dilandasi oleh 

transaksi keuangan Islami.  
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Apabila mengamalkan ekonomi syariah maka akan datang manfaat yang 

besar untuk umat Muslim, khususnya bangsa Indonesia, yang mana manfaat 

ekonomi syariah yaitu: 17 

a. Terwujudnya integritas Muslim yang kaffah, sehingga Islamnya tidak 

setengah-setengah. Apabila ditemukan Muslim yang tetap bergelut dan 

mengamalkan ekonomi konvensional artinya menunjukkan bahwa 

keislamannya belum kaaffah.  

b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga 

keuangan Islam, baik itu bank, asuransi, pegadaian, ataupun Baitul Maal wat 

Tamwil akan memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. 

c. Keuntungan di dunia didapat dari bagi hasil yang diperoleh, sedangkan 

keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh 

Allah. 

d. Praktik ekonomi yang didasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah, 

karena sudah mengamalkan syariat Allah. 

e. Diamalkannya ekonomi syariah dengan lembaga keuangan syariah, artinya 

mendukung kemajuan lembaga ekonomi ummat Islam di Indonesia. 

f. Diamalkannya ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau 

menjadi nasabah asuransi syariah artinya mendukung usaha pemberdayaan 

ekonomi ummat. Karena dana yang dikumpulkan akan dihimpun dan 

disalurkan dengan sektor perdagangan riil.  

g. Diamalkannya ekonomi syariah artinya mendukung gerakan amar ma’ruf 

nahi mungkar, karena dana yang terkumpul pada lembaga keuangan 

syariah hanya bisa disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal. 

Ekonomi  syariah sebagai bagian dari aspek ajaran Islam, penerapannya  

tidak  bisa  dilepaskan  dari  kerangka  sistem  ekonomi  Indonesia.  Sistem  

ekonomi  Indonesia  adalah  sistem  ekonomi  Pancasila  yang  identik  dengan  

 
17 Zaaf dan Qurrah, Pentingnya Dan Kewajiban Ekonomi Syariah Di Indonesia (Diversity 

Jurnal Ilmiah pasca sarjana Volume 01, Issue 1, April 2021)h.56 
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demokrasi    ekonomi.    Gagasan    Demokrasi    Ekonomi    tercantum    dalam    

UUD  1945  Pasal  33  Ayat  (4).  Demokrasi  ekonomi  yang  dimaksud  adalah  

demokrasi  Pancasila  yang  menurut  Mubyarto 18mempunyai  ciri-ciri  antara  

lain  sebagai  berikut:  pertama, perekonomian  Pancasila  digerakkan  oleh  

rangsangan-rangsangan  ekonomi,  sosial  dan  yang paling  penting  adalah  

moral, kedua, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan YME 

sehinga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial, keempat: perekonomian 

Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme 

menjiwai   kebijakan   ekonomi,   keempat:   sistem   perekonomian   Pancasila 

tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) 

dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. 

Sistem Ekonomi Syariah dan Penerapannya dalam perilaku ekonomi 

syariah dalam suatu negara bertujuan untuk membumikan syariat Islam 

dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara menyeluruh. 

Membebaskan masyarakat Muslim Indonesia dari belenggu Barat yang 

menganut sistem ekonomi kapitalis, dan Timur yang menganut sistem 

komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat Indonesia. 

Menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan 

menyelamatkan moral umat dari paham materialism-hedonisme. 

Menegakkan pembangunan yang mewujutkan persatuan dan solidaritas 

umat Islam Indonesia dalam satu ikatan risalah islamiyah dengan tujuan akhir 

adalah mewujutkan kesejahteraan umat di Indonesia. Oleh karenanya sangat 

penting sistem ekonomi syariah di terapkan di Indonesia, karena sesuai 

dengan prinsip-prinsip dasar keislaman dan kemanusiaan dalam menata diri 

sebagai umat yang terbaik yang punya kewajiban untuk mendukung segala 

macam bentuk keadilan, baik keadilan hak, keadilan hukum, keadilan politik, 

 
18 Mubyarto. (1998). Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia Jakarta: LP3ES, h. 45. 
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keadilan ekonomi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.19 

Adapun wujud nyata penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Setiap manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi apa saja, selama 

aktivitas Ekonomi yang dilakukan bukan aktivitas Ekonomi yang dilarang 

dalam karangka Islam. 

2. Adapun pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan 

kepemilikan Negara (State Property) dan kepemilikan individu (Private 

Property), nampak jelas dalam hukum-hukum Baitul Mal serta Hukum-

Hukum Mu'amalah, seperti Jual-Beli, Gadai (Rahn), dan sebagainya. As-

Syari' juga telah memperbolehkan Negara dan individu untuk mengelola 

masing-masing kepemilikannya, dengan cara lain, asal tetap berpijak 

kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh syara'. 

3. Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk 

oleh Pemerintah. Disamping itu, undang-undang juga memberikan 

peluang kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan dan 

mendistribusikannya dengan syarat dan ketentuan lebih lanjut yang 

diatur oleh Menteri Agama. Undang-Undang Negara hanya mengatur 

Lembaga Pengelola Zakat. Sedangkan hukum zakat tetap mengikuti 

ketentuan syari'at sesuai dengan Alquran dan As-Sunnah. 

4. Tidak adanya potongan bunga yang diterapkan pada Perbankan Syariah 

di Indonesia melainkan bagi hasil kepada nasabah. 

5. Lembaga -- Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia sudah 

menerapkan sistem yang sesuai dengan ajaran Alquran dan As-Sunnah. 

Dengan berdasarkan peraturan yang berlaku baik menurut undang-

undang maupun Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. 

 

 
19 Ibid., h.62 
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Konsep hukum  ekonomi  Syari’ah  menjaga  keseimbangan  

sektor  riil  dan  sektor  moneter.  Bahkan  studi-studi  tentang  sistem  

ekonomi  Syari’ah  menggaris bawahi   bahwa   masalah   fiskal   

merupakan   yang   utama   dan mendapatkan  penekanan  lebih  di  

banding  masalah  moneter.  Penekanan  sistem  ekonomi  pada  fiskal  

akan  lebih  mendorong  berkembangnya  sektor  riil dan 

pemerataan.20 

 
20 Jusmaliani,  &  Soekarni,  Muhammad  (Eds.).  (2005).  Kebijakan  Ekonomi  dalam  Islam 

Yogyakarta: Kreasi Wacana, h. 37 
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Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah 

I. Tujuan 

 Diharapkan peserta memiliki pemahaman mengenai kaidah fiqih muamalah. 

 

II. Pokok Bahasan 

Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah 

 

III. Waktu 

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 45 menit 

 

IV. Metode 

Metode yang digunakan diantaranya : 

1. Permainan interaktif 

2. Curah pendaftaran dan diskusi 

3. Presentasi 

 

V. Media dan Sumber Belajar 

1. Flipchart, spidol, kertas piano, dan metaplan 

2. Lembar media presentasi 

3. Bahan bacaan “Kaidah Fiqih Muamalah” 
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A. Al-Ashl fi al-mu’ammalat al-ibaahah 

Hukum dasar muamalah adalah mubah kecuali jika ada nash yang shahih. 

Nash shahih disini berarti tsabit dan tegas dalalahnya yang melarang serta 

mengharamkannya. Jika ada maka nash yang menjadi hukumnya. Kaidah ini 

merupakan kaidah yang agung dan bermanfaat. Dari kaidah ini fukaha 

menggalinya secara mendalam dan menghasilkan kaidah lainnya, yakni “Al-ashl 

fi al-uquud wa syuruut al-ibahah” hukum dasar segala transaksi dan syarat 

adalah mubah.1 

Maka dari itu segala hal jual-beli, hibah, sewa menyewa dan kebiasaan-

kebiasaan lainnya yang dibutuhkan manusia dalam hidup mereka diizinkan oleh 

syariat, syar’at hanya mengharamkan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung 

kerusakan dan memakruhkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak patut, sebagaiman 

syariat juga mewajibkan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat harus dan 

menganjurkan kebiasaan yang mengandung maslahat nyata baik kualitasnya, 

kuantitasnya maupun karakteristiknya. 

Kaidah ini berbanding terbalik dengan masalah ibadah yang ditetapkan 

bahwa pada dasarnya hukum ibadah itu dilarang sampai ada nash dari Allah. Hal 

ini agar manusia tidak mengada-ngada aturan agama yang sudah menjadi suatu 

larangan dari Allah. Maka manusia tidak boleh mengarang ibadah sendiri sebagai 

pendekatan diri kepada Allah. Dan berinovasi dalm peribadatan itu disebut bid’ah 

(kreasi) dalam agama.2 

Allah berperan sebagai peletak dasar dan pembuatan dalam beribadah, 

namun dalam bermualamah Allah berperan sebagai pembenar dan pembagus.  

 

 

 
1 Salam. Abd, kaidah-kaidah fikih muamalat, h. 2 
2 Ibid. h. 4 
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B. Al-Ibratu bi al-maqashid wa al-musammiyaat la bi al-alfazh wa at- 

tasmiyat 

Yang menjadi patokan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi 

ataupun  penamaanya. Kaidah ini adalah kaidah utama dalam transaksi dan 

merupakan salah satu dari  lima kaidah fikih yang terkenal dan disepakati ulama. 

Yaitu  kaidah: Al-yakin la yuzalu  bi asy-syak”, adh-dharar yuzal, al-’adah 

muhakkamah, al-masyaqqoh tajlib at-taysir”. Dari  kaidah  ini  dipahami  

bahwa  saat  transaksi  dilangsungkan,  yang  menjadi  patokan  bukanlah  redaksi  

yang  digunakan  kedua  pihak  yang  melakukan  transaksi, melainkan maksud 

hakiki mereka dari kata-kata yang diucapkan dalam transaksi tersebut. 

Sebagai  dasar  dari  kaidah  ini  adalah  hadits  yang  cukup  terkenal  artinya:  

Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung niat, dan setiap orang 

memperoleh apa  yang ia niatkan.    

Hadis  ini  sangat  utama  dihadapan  para  ulama  dan  amat  luas  kesannya  

dalam  syariat  Islam.  Ajaran  yang  terkandung  dalam  hadis  ini  sesuai  dengan  

orientasi  umum  hakikat Islam; ia merupakan substansi bukan sekedar 

penampilan, bukan hanya sekedar  kulit tetapi inti. Yang jadi patokan adalah 

substansi dan isi, bukan nama ataupun judul. 

تِزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ 
ْ
مُتَعَا قِدَيْنِ وَنَتِيْجَتُهُ مَاإِل

ْ
عَقْدِرِضَى ال

ْ
 فِى ال

ُ
صْل

َ
ا
ْ
ل
َ
 ا

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang 

mengadakan akad dan hasilnya apa yang salingditentukan dalam akad tersebut. 

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas 

kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu 

pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.3 Contohnya pembeli yang 

merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat 

yang disembunyikan. 

 
3 Muhlish Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), h.184. 
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Akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah 

terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh 

salah satu pihak.4 

Akad tabarru’ adalah akad yang dilakukan untuk kebajikan semata seperti 

hibah atau hadiah. Hibah tersebut belum mengikat sampai penyerahan 

barangnya dilaksanakan.5 

وْمِ 
َ
حَةِ العَقْدِ أ

َ
انَ مِنْ مَصْل

َ
 شَرْطٍ ك

ُّ
ل
ُ
 نْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَجَائِز  ك

“Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, 

maka syarat tersebut dibolehkan. 

Contohnya seperti dalam hal gadai emas kemudian ada syarat bahwa 

apabila barang gadai tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerimaan 

gadai berhak untuk menjualnya. Atau syarat kebolehan memilih, dan yang 

lainnya.6 

 
ُ
صْل

َ
عَقْدِ  فِى الأ

ْ
مُتَعَاقِدَ  رِضَى ال

ْ
تَزَمَاهُ  مَا  نَتِيْجَتُهُ  وَ  يْنِ  ال

ْ
 بِالتَّعَاقُدِ  اِل

Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak 

dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang 

ditransaksikan.7  

 
ُ
  البَاطِل

ُ
ايَقْبَل

َ
 الإِجَازَةَ  ل

Transaksi yang batal (karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun) 

tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan.8 

ا
َ
نْ  ل

َ
حَدٍ أ

َ
وْزُ لِأ فَ  يَجُ كِ  فِى يَتَصَرَّ

ْ
غَيْرِ  مِل

ْ
ا ال

َ
 إِذْنِهِ  بِل

Tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya 

pemberian otoritas dari pemiliknya. 

 
4 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih., (Jakarta, 2006)  h. 131. 
5 Ibid., h. 135. 
6 Ibid., h. 137. 
7 Ibid, h. 130. 
8 Ibid, h. 131. 
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Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah suatu unit jasa pelayanan 

keuangan yang melayani lalulintas transaksi keuangan. Transaksi baik tunai, 

secara angsuran, maupun Letter of Credit (LC), serta transaksi elektronik akan 

mendapat pelayanan secara legal bila dilakukan oleh orang atau badan hukum 

yang memiliki kecakapan hukum untuk bertindak hukum atau bertransaksi secara 

sah dan akan menolak pelayanan bertransaksi bagi pihak yang tidak memiliki hak 

atau tidak cakap bertindak hukum atau bertransaksi. Semisal, lembaga keuangan 

syariah tersebut tidak akan men-tasharruf-kan (menggunakan) kepemilikan 

orang lain tanpa seizin pemiliknya.9 

Transaksi lembaga keuangan syariah dapat dikatakan sah dan legal apabila 

dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kecakapan secara hukum untuk 

bertransaksi dan memiliki hak penuh terhadap obyek transaksi. Apabila suatu 

instruksi transaksi kepada pihak tertentu yang bukan miliknya atau bukan 

dibawah kekuasaannya maka transaksi perbankan itu batal demi hukum. 

قُ 
َّ
مُعَل

ْ
رْطِ  بِا ال بُ  لشَّ رْطِ  ثُبُوْتِ  عِنَدَ  تُهُ  ثُبُوْ  يَجِ  الشَّ

Pihak yang dibebani oleh syarat wajib memenuhinya ketika sesuatu yang 

disyaratkan dipenuhi. 

Dalam transaksi sewa beli, pihak penyewa beli setelah melengkapi dokumen 

administrasi kepada pihak lembaga dengan membayar sejumlah DP (down 

paymant) diberikan hak untuk menempati obyek transaksi tersebut berupa 

sebuah rumah hunian. Pihak penyewa beli wajib membayar angsuran cicilan 

rumah tersebut hingga lunas, sebagai konsekuensi logis atas diktum transaksi 

sewa beli antara dirinya dengan sebuah lembaga.10 

 
9 Permana Iwan, penerapan kaidah-kaidah fiqh dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah, 

h. 10 
10 Transaksi sewa-beli adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi 

pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa setelah selesai masa sewa. 

Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majlis Ulama Indonesia (MUI), Himpunan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional MUI, (Ciputat: Gaung Persada, 2006), h. 160. 
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ُ
صْل

َ
أ
ْ
مَنَافِعِ  فِى ال

ْ
  ال

ُّ
ل حِ
ْ
مَضَارِ  وَفِى ال

ْ
حْرِيْمُ  ال  التَّ

Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang 

mendatangkan bahaya haram dilaksanakan. 

Contoh produk perasuransian adalah pada produk wakalah bi al-ujrah  yaitu 

suatu bentuk pendelegasian suatu urusan kepada seseorang atau badan usaha 

atau lembaga keuangan untuk berbuat sesuai yang diinginkan orang yang 

menyerahkan urusan tersebut, di mana orang, badan usaha atau lembaga 

keuangan yang mengelola urusan tersebut mendapatkan upah (manfaat).11 

 
ُ
ل
ْ
ك
َ
مَالِ  أ

ْ
بَا ال

ْ
 حَرَام   طِلِ  بِال

Mengkonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang dilarang oleh 

syâri’at adalah haram hukumnya.12 

Contohnya adalah menggunakan harta hasil dari korupsi, kolusi, mencuri, 

menipu , upah dari perbuatan zina, keuntungan dari jual beli barang haram adalah 

haram untuk memakannya. 

 
ُ
مْوَال

َ
أ
ْ
طَأِ  تُضْمَنُ  ال خَ

ْ
مَا بِال

َ
عَمْدِ  تُضْمَنُ  ك

ْ
 بِال

Aset kekayaan menjadi tanggungjawab seseorang untuk menggantinya 

manakala karena faktor kesalahan sama dengan tanggungjawabnya bila 

merusaknya secara sengaja.13   

Contohnya ketika kita merental sebuah kendaraan namun didalam 

perjalanan terjadi tabrakan baik kita yang menabrak atau orang lain yang 

menabrak kita maka biaya perbaikannya atau mengganti kendaraan yang 

dirental. 

يُوْنُ  مْثَالِهَا  تُقْضَى إِنَّمَا الدُّ
َ
 بِأ

 
11 Wakalah bi al-Ujrah adalah salah satu bentuk akad wakalah di mana peserta (pemegang 

polis asuransi) memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka 

dengan pemberian upah (fee). DSN, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, h. 392. 
12 Ahmad al-Nadwy, Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyyah, h. 305. 
13 Ibid, h. 344. 
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Hutang-hutang dapat dilunasi dengan (nilai barang yang dihutang) yang 

semisalnya (senilai).14 

Contohnya bila seseorang berhutang seekor sapi betina pada orang lain, 

maka ia membayar hutang tersebut dengan jenis dan spesifikasi sapi yang sama 

kepada pihak yang memberi piutang tersebut dan tidak harus dengan sapi yang 

dahulu dihutangkan kepadanya dengan catatan sapi yang dibayarkan nilainya 

sama. 

 

 

 
14 Ibid, h. 370. 
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Pengertian Akad 

I. Tujuan 

Diharapkan peserta memiliki pemahaman mengenai pengertian akad dan dasar 

konsep mengenai akad. 

 

II. Pokok Bahasan 

1. Pengertian Akad 

2. Konsep Dasar Akad 

 

III. Waktu 

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 45 menit. 

 

IV. Metode 

Metode yang digunakan diantaranya : 

1. Permainan interaktif 

2. Curah pendaftaran dan diskusi 

3. Presentasi 

 

V. Media dan Sumber Belajar 

1. Flipchart, spidol, kertas piano, dan metaplan 

2. Lembar media presentasi 

3. Bahan bacaan “Pengertian Akad”  
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Akad merupakan bidang kajian hukum ekonomi Islam atau muamalah. Term 

akad berasal dari bahasa Arab, al-‘aqd, yang berarti “mengikat, menyambung atau 

menghubungkan.”1 Secara terminologis hukum Islam, akad memiliki beberapa 

definisi, namun secara prinsip dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu: 

1. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan ila Ma’rifah Ahwal al-Insan, bahwa akad 

merupakan pertemuan gaib yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul 

dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. 

2. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai 

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum 

pada objeknya.2 

Akad merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat 

khususnya masyarakat muslim. Pada dasarnya, akad dititikberatkan pada 

kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan 

demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan 

suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga 

terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Hal ini senada 

dengan Dimyauddin Djuwaini yang mengemukakan bahwa akad merupakan 

hubungan/keterkaitan antara ijab-qabul yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki 

implikasi hukum tertentu.3  

Salah satu ajaran al-Qur’an yang paling penting dalam masalah pemenuhan 

akad, yaitu kewajiban menghormati semua akad dan memenuhi semua kewajiban 

yang telah disepakati bersama. Selain itu, al-Qur’an juga mengingatkan bahwa 

setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan akad yang 

 
1 Ahmad Abu Fath, al-Mu’amalat fi al-Syari’ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Misriyyah 

(Kairo: ‘Isa al-Babi 
al-Halabi, 1947), h. 139. 
2 Muhammad Qadri Basya, Mursyid al-Hairan ila Ma’rifat Ahwal al-Insan (Cet. 2; Kairo: Dar al-

Furjani, 
1403H/1983 M), h. 49; dalam Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, Studi tentang Teori 

Akad dalam Fikih 
Muamalat (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 68. 
3 Djuwaini, D, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 48 
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dilakukannya. Dengan demikian, al-Qur’an memberikan pesan bahwa setiap orang 

yang melakukan akad harus selalu berbuat keadilan dan menepati janji sebagaimana 

yang telah disepakati bersama. 

 

A. Rukun dan Syarat Akad 

1. Rukun Akad 

Menurut hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut 

rukun. Jadi, rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga 

sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang 

membentuknya. Unsur-unsur yang membentuk akad yang disebut sebagai 

rukun akad yang disepakati ada empat macam, yaitu:  

a. Para pihak yang membentuk akad  

b. Pernyataan kehendak para pihak  

c. Objek akad 

d. Tujuan akad.4 

Para ulama fiqih sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk 

substansi sesuatu. Tetapi, ketika rukun itu diterapkan secara nyata kepada 

akad, ada perbedaan pendapat tentang unsur mana dari rukun itu yang 

membentuk akad. Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud rukun akad adalah 

unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan 

kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan 

kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing 

pihak.5 

Walaupun mazhab Hanafi berpandangan bahwa rukun akad hanyalah 

ijab dan kabul, namun mereka mengakui tidak mungkin adanya akad tanpa 

adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Al-Zarqa 

 
4 Al-Zarqa, Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubihi al-Jadid (Damaskus: Maktabi Alifba al-Adib, 1968), h. 

322. 
5 Syamsul Anwar, op.cit., h. 97 
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dalam menyikapi perbedaan pendapat itu mengemukakan, bahwa keempat 

unsur yang disebutkan di atas dinamakan unsur akad dan salah satu unsur 

adalah rukun akad yaitu ijab dan kabul. Menurut al-Zarqa, empat unsur akad 

adalah (1) para pihak, (2) objek akad, (3) tujuan akad, dan (4) rukun akad, 

sehingga yang dimaksud dengan rukun akad adalah pernyataan kehendak 

para pihak yaitu ijab dan kabul. 

2. Syarat Akad 

Setiap rukun (unsur) yang membentuk akad membutuhkan syarat-syarat 

agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Syarat adalah bagian-

bagian yang mendukung berfungsinya rukun untuk membentuk akad. Tanpa 

adanya syarat-syarat itu, rukun tidak dapat membentuk akad. Syarat-syarat 

dalam rukun akad, adalah: 

a. Rukun pertama, para pihak memerlukan syarat hukum yaitu (1) tamyiz, dan 

(2) berbilang pihak.  

b. Rukun kedua, pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat: (1) 

adanya persesuaian ijab dan kabul, atau kata sepakat, dan (2) kesatuan 

majelis akad. 

c. Rukun ketiga, objek akad harus memenuhi tiga syarat: (1) objek itu dapat 

diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat 

ditransaksikan.  

d. Rukun keempat, tujuan akad memerlukan satu syarat yakni tidak 

bertentangan dengan syara.6 

3. Objek Akad 

Terjadinya akad karena ada objek yang menjadi sasaran yang hendak 

dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Objek akad dapat berupa 

benda, manfaat benda. Jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang lain tidak 

bertentangan dengan syarat sebagai rukun yang menjadi sasaran para pihak 

 
6 Ibid., h. 98. 
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menutup akad, maka para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa hal pada 

objek akad:  

a. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan. 

Apabila objek tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli atau 

dapat dinikmati,diambil manfaatnya, jika objek itu berupa manfaat benda 

seperti sewa-menyewa benda. Sedangkan objek akad jika berupa suatu 

perbuatan seperti mengajar, melukis atau mengerjakan sesuatu, maka objek 

tersebut harus mungkin dan dapat dilaksanakan. Syarat umum objek akad 

harus ada pada waktu penutupan akad, objek akad harus jelas dan tertentu. 

Syarat dimaksud berdasarkan larangan Nabi Muhammad saw dalam jual beli 

yaitu jangan menjual barang yang tidak ada padamu (tidak dimiliki) dan 

jangan melakukan jual beli secara garar (objek yang tidak dapat dipastikan).7 

b. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan  

Objek akad tertentu adalah objeknya diketahui dengan jelas oleh para pihak 

sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa, diperkuat dengan 

sifat khusus yang dapat ditentukan untuk membedakan jenis barang yang 

dikehendaki dalam akad. Ketidakjelasan objek akad berdampak pada 

munculnya pertentangan para pihak, dan jika hal itu terjadi akan 

membatalkan akad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Ibid., h. 192-193. 
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Jenis-jenis Akad 

I. Tujuan 

Diharapkan peserta memiliki pemahaman mengenai jenis-jenis akad. 

 

II. Pokok Bahasan 

1. Macam-macam akad tabarru 

2. Macam-macam akad tijari  

 

III. Waktu 

 Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 45 menit. 

 

IV. Metode 

 Metode yang digunakan diantaranya : 

1. Permainan interaktif 

2. Curah pendaftaran dan diskusi 

3. Presentasi 

 

V. Media dan Sumber Belajar 

1. Flipchart, spidol, kertas piano, dan metaplan 

2. Lembar media presentasi 

3. Bahan bacaan “Jenis-jenis Akad”  
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B. Jenis-Jenis Akad 

1. Akad Tijari 

a. Natural Certainty Contract (NCC)   

NCC adalah kontrak atau akad bisnis dimana terdapat kepastian 

pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Dalam akad ini terjadi 

pertukaran antara pihak yang bertransaksi yang dapat berupa barang dan 

jasa atau berupa financial asset. Akad yang termasuk NCC antara lain; jual-

beli, sewa-menyewa dan upah-mengupah.8 

1) Murabahah 

Murabahah berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan. Murabahah 

adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan 

yang ditambah keuntungan atau margin yang disepakati dan penjual 

harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. 

Definisi lain dari murabahah menurut Kamus Istilah Keuangan dan 

Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, 

Bank Indonesia, murabahah merupakan jual beli barang dengan 

menyebutkan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati.9 

2) Salam 

Secara etimologis, kata salam atau salaf memoloko makna 

mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Secara 

terminologis, salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya 

ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan 

jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya 

diserahkan dikemudian hari.10 Menurut Sayyid Sabiq, as-salam atau as-

salaf (pendahuluan) adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu 

 
8 Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah, (Jakarta : Mediakita, 2011), h. 51. 
9 Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasisi Psak Syariah, Jakarta: 

Akademia Permata, 2012, h. 141 
10 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2003), 143. 
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(yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau 

disegerakan.11 Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah 

jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya 

dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.12 Dari beberapa 

definisi di atas, disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli salam adalah 

transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad 

berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. 

3) Istishna 

Secara etimologi Istishna’ artinya minta dibuatkan. Sedangkan menurut 

terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan 

pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan 

harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga 

dilunasi. Sistem Istishna’ adalah sistem pembiayaan atas dasar pesanan, 

untuk kasus ini dimana objek atau barang yang diperjual belikan belum 

ada. Menurut ulama fiqh istishna’ sama dengan salam dari segi objek 

pesanannya yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri- ciri 

dan kriteria khusus, sedangkan perbedaannya adalah jika salam 

pembayarannya dilakukan diawal sekaligus sedangkan Istishna’ bisa 

dibayar di awal, angsuran dan bisa juga di akhir.13 Sedangkan menurut 

kompilasi hukum ekonomi syariah, Istishna’adalah jual beli barang atau 

jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria persyaratan tertentu yang 

disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.14 

4) Ijarah  

 
11 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz 12, (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), 110. 
12 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (34) 
13 3 Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam,Cet-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), hlm. 52. 
14 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.124. 
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Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang berarti “al-

iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab” atau (pahala) dinamakan 

ajru (upah). 15 Secara terminology, ada beberapa definisi al-ijarah yang 

dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi‟iyah, ijarah adalah 

akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah 

bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang 

di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. 

Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan 

milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan 

pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli 

jasa (upahmengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga 

manusia, yang ada manfaat dari barang.16 Menurut Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah, Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu 

dengan pembayaran. 

 

5) Natural Uncertainty Contract (NUC) 

NUC adalah kontrak atau akad bisnis dimana tidak terdapat kepastian 

pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Akad yang termasuk 

dalam NUC adalah akad bagi hasil seperti musyarakah, mudharabah, 

mukhabarah, musaqah dan muzara’ah.17 

a) Mudharabah  

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di 

mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) 

yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya 

sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan usaha yang 

didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 

 
15 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 13, (Pena Pundi Aksara:  Jakarta, 2006), h .203 
16 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 121 
17 Taufik Hidayat, Loc. Cit, h. 51 
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dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk nisbah 

(persentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka 

kerugian itu di tanggung oleh shahibul mal sepanjang kerugian itu 

bukan akibat kelalaian mudharib. Sedangkan mudharib menanggung 

kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk 

menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena 

kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas 

kerugian tersebut (Djuwaini, 2008, p. 224).18 

b) Musyarakah  

Musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilath 

(percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara 

masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau 

perserikatan usaha. Al-Syirkah merupakan suatu ungkapan tentang 

akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan 

keuntungan. 19 Dalam hal ini, al-Syirkah adalah akad kerja sama antara 

dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan 

kesepakatan bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama. 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, musyarakah/syirkah 

adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, 

keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan 

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh 

pihak-pihak yang berserikat.20 

c) Musaqah  

Musaqah menurut pengertian bahasa adalah bentuk masdar dari akar 

kata As-Saqyu. Pengertiannya adalah mempekerjakan seseorang 

 
18 Djuwaini, D, Pengantar Fiqh Muamalah. (Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2008), h. 

224.  
19 Syafei, R. (2000). Fiqh Muamalah. (Bandung, Indonesia: Pustaka Setia, 2000), h. 183 
20 Kompliasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 3 
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untuk memelihara dan menjaga kebun kurma atau anggur atau 

lainnya dengan imbalan bagian yang ditentukan dari hasilnya. Definisi 

musaqah menurut ahli fikih adalah menyerahkan pohon yang telah 

ditanam atau belum ditanam dengan sebidang tanah kepada 

seseorang yang menanam dan merawatnya ditanah tersebut (seperti 

menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja 

mendapatkan bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, 

sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.21 Dalam KHES Pasal 20 

ayat (7) dijelaskan bahwa Musaqah adalah Kerjasama antara pihak-

pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara 

pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati 

oleh pihak yang terikat. 

d) Muzara’ah  

Secara etimologi, Muzara’ah berarti kerja sama dibidang pertanian 

antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Secara terminologi, 

terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih. Ulama 

Malikiyah mendefinisikan sebagai perserikatan dalam 

pertanian.22Ulama Hambali mendefinisikan: muzara’ah adalah pemilik 

tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan 

yang bekerja diberi bibit. Menurut al-Syafi’i berpendapat bahwa 

muzara’ah adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) 

untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang 

keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.23 

Dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa muzara’ah adalah 

pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan 

 
21 Abdulrahman, Al-Jaziri, Al Fiqh‟ Alal Madzhibil Arba‟ah, terjemahan H. Moh. Zuhri, K. 

Achmad Chumaidi Umar, Moh. Ali Chasan Umar dengan judul Fiqih Empat Mazhab, (Semarang : 
Asy Syifa, 1994). h. 47. 

 
22 Nasrun Haroen, fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.275 
23 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 393. 
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darinya dan modal dari pemilik tanah.24 Dalam KHES Pasal 20 ayat (5) 

disebutkan bahwa Muzaraah adalah kerja sama antara pemilik lahan 

dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.25 Dari definisi-definisi 

yang dikemukakan oleh para ulam tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Muzara’ah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana 

pihak pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada 

pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian 

dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan pertimbangan setengah-

setengah, atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil ataupun lebih 

besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. 

e) Mukhabarah: 

Mukhabarah adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah 

atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, 

atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya 

ditanggung orang yang mengerjakan. Munculnya pengertian 

muzara’ah dan mukhabarah dengan ta’rif yang berbeda tersebut 

karena adanya ulama yang membedakan antara arti muzara’ah dan 

mukhabarah, yaitu Imam Rafi’i berdasarkan dhahir nash Imam Syafi’i. 

Sedangkan ulama menyamakan ta’rif muzara’ah dan mukhabarah 

diantaranya, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, al-Bandaniji. 

Mengartikan sama dengan memberi keuntungan: usaha mengerjakan 

tanah (orang lain) yang hasinya dibagi.26 Mukhabarah sebagai bentuk 

kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, 

dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap 

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) 

dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja 

 
24 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h 153-155 
25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  
26 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, fiqh muamalat, h.117. 
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sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa 

hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari 

pemilik tanah. 

 

2. Tabarru 

Tabarru’ berasal dari kata tabarra’a- yatabarra’u – tabarru’an, artinya 

sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi 

sumbangan disebut mutabarri’ “dermawan”. Tabarru’ merupakan pemberian 

sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan 

berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.27 

Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan 

kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Jenis 

Akad Tabarru’: 

a. Qardh 

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata qarada yang sinonimnya qatha‟a 

yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan 

utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang 

yang menerima utang (muqtaridh).28Al-Qardh adalah pemberian harta 

kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan 

kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.29 Menurut KHES 

pasal 20 ayat 36, Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga 

keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam 

jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa al-Qardh 

merupakan memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa 

mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama 

 
27 Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Media Pratama, 2000), hlm 82 
28  Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 273-274 
29 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 

2001), hal.131. 
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dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang 

menghendaki.  

b. Rahn 

Ar-Rahn merupakan menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai 

jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud 

sesudah ditebus.30 Syafi’i Antonio mengemukakan bahwa ar-Rahn adalah 

menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman 

yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. 

Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat 

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana 

dapat dijelaskan bahwa ar-Rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. 

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ar-Rahn boleh dilakukan dalam 

perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa 

langsung di pegang/dikuasai (alqabdh) secara hukum oleh pemberi hutang. 

Maksudnya karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai 

oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam 

pegangan yang dapat menjamin barang dalam keadaan status almarhun 

(menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang itu berbentuk sebidang 

tanah, maka yang dikuasai (al-qabdh) surat jaminan tanah. Oleh karena itu, 

ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang 

tanggungan bisa dikenal sebgai jaminan (collateral) atau objek pegadaian.31 

c. Hawalah 

Al-Hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang 

memindahkan (almuhil) kepada tanggungan orang yang dipindahi hutang 

(muhal ‘alaih). Dengan kata lain, pengalihan utang dari orang yang berutang 

kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Misalnya, A memberi 

 
30 Ali, Z, Hukum Gadai Emas Syariah, (Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2008), h. 1 
31 Syafii Antonio, Op. Cit, h. 128 
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pinjaman kepada B, sedangkan B masih mempunyai piutang kepada C. 

Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan 

beban utang tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus bayar utang 

B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai.32 

Menurut jumhur ulama, al-Hiwalah diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada 

Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah 

bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Menunda pembayaran bagi orang yang 

mampu adalah suatu kedzaliman dan jika salah seorang dari kamu diikutkan 

(di-hiwalah-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hiwalah itu.” 

(HR. Bukhari dan Muslim). 

d. Wakalah 

Al-Wakalah berarti mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau 

urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan 

dalam masalah dan waktu yang ditentukan.33Oleh karena itu, dapat 

dipahami bahwa al-Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian, atau 

pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus 

dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. 

Islam mensyariatkan al-Wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak 

setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk 

menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang 

perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili 

dirinya. Oleh karenanya, meskipun al-Wakalah dibolehkan, namun kedua 

belah pihak berhak untuk membatalkan bila menghendaki. Hal ini karena 

dalam bermuamalah didasarkan pada prinsip atas kerelaan para pihak.34 

e. Kafalah 

 
32 Ibid. h. 126 
33 Al-Aziz, M. S, Fiqh Islam lengkap. (Surabaya, Indonesia: Terbit Terang, 2005), h. 412 
34 Adiwarman Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta, Indonesia: Gema 

Insani Press, 2003), h. 112. 
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Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada 

pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 

ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan 

tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada 

tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.35 Oleh karena itu, kafalah 

merupakan akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk 

mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang 

tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannnya. Dalam 

jaminan/tanggungan (al-Kafalah) harus terkandung suatu perjanjian akad 

yang kokoh antara para pihak serta harus berlandaskan rasa saling percaya, 

agar semata-mata akad itu terjadi karena keyakinan seorang muslim. 

f. Wadiah 

Al-Wadi’ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan merupakan 

titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan 

hukum yang harus dijaga dan dikembalikain kapan saja bila si penitip 

menghendaki.36Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan akad wadiah 

adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai 

barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk 

menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Dalam 

al-wadi’ah, para ulama fikih sepakat menggunakan akad dalam rangka 

tolong-menolong sesama manusia, disyariatkan dan dianjurkan dalam 

Islam.37  

g. Hibah 

Secara bahasa, dalam kamus Al-Munawwir dijelaskan bahwa hibah berasal 

dari akar kata (wahaba-yahabu-hibatan) yang berarti memberi atau 

 
35 Syafi’I Antonio, Op. Cit, h. 126 
36 Ibid. h. 85 
37 Dahlan, A. A, Ensiklopedi hukum Islam (Jakarta, Indonesia: Ichtiar Baru Van Hoeve.1996). 

h. 1899. 
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pemberian, dan dapat berbentuk sedekah maupun hadiah. Dalam rumusan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian 

suatu benda sukarela tanpa imbalan dari seseorang kapada orang lain yang 

masih hidup untuk dimiliki. Jika dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, 

hibah termasuk salah satu bentuk perpindahan hak milik. Pihak penghibah 

dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah 

tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut 

kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini hibah sangat berbeda 

dengan pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula.38 

 

Akad tabarru tidak bisa diubah menjadi akad tijaroh seperti wakaf dan hibah, 

kecuali dalam hal-hal yang berbentuk jasa perwakilan, penjaminan, dan sebagainya. 

Sebaliknya, jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak 

yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan 

kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. 

 
38 Helmi Karim, Op. Cit, h. 26 
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I. Tujuan 

Setelah membaca dan memahami materi pada bab ini diharapkan peserta 

mampu memahami pengetahuan dasar mengenai transaksi-transaksi yang 

dilarang menurut syariat islam seperti konsep riba, gharar, tadlis dan lain 

sebagainya. 

 

II.  Pokok-Pokok Bahasan 

1. Pembahasan mengenai transaksi yang haram li dzatihi  

2. Pembahasan mengenai haram li ghorihi 

3. Pembahasan mengenai riba 

4. Pembahasan mengenai maysir 

5. Pembahasan mengenai gharar  

6. Pembahasan mengenai tadlis 

7. Pembahasan mengenai ba’i najasy 

8. Pembahasan mengenai ihtikar 

9. Pembahasan mengenai jenis-jenis transaksi yang dilarang 

 

III. Waktu 

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 45 menit. 

 

IV. Metode  

 Metode yang digunakan diantaranya : 

1. Permainan interaktif 

2. Curah pendaftaran dan diskusi 

3. Presentasi  

 

V.  Media dan Sumber Belajar 

1. Flipchart, spidol, kertas piano, dan metaplan 

2. Lembar media presentasi 

3. Bahan bacaan “Jenis-Jenis Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam”  
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Telah kita ketahui sebelumnya bahwa dalam transaksi muamalah itu hukum 

dasarnya adalah boleh/mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maka dari 

itu wajib bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang diharamkan oleh islam mengenai 

transaksi muamalah itu sendiri untuk dapat mencapai transaksi yang diperbolehkan 

oleh syariat. Ketika kita sudah mengetahui apa saja yang diharamkan oleh Islam 

mengenai transaksi muamalah, maka selain dari hal yang diharamkan itu semua kita 

dapat bertransaksi sesuai kehendak yang kita inginkan, karena yang diperbolehkan 

itu sangat luas dibanding yang diharamkan. 

Mengenai kriteria keharaman sesuatu, haram sendiri terbagi menjadi 2 bentuk, 

yaitu haram lidzatihi (haram dengan zatnya) dan haram lighoirihi (haram selain 

zatnya). 

 

A. Haram li dzatihi 

Haram li dzatihi disini maksudnya adalah haram secara zatnya, atau bisa 

juga disebut haram secara zatnya ini sebagai barang yang najis, karena tidak 

boleh melakukan transaksi dengan barang yang najis yang mana keharaman ini 

haram secara tegas dalam syariat yang tercantum langsung di dalam nash 

Alquran dan hadis, seperti khamr, bangkai, darah, daging babi dan sebagainya. 

Maka termasuk dalam transaksi, jika melakukan transaksi yang haram li dzatihi 

seperti ini maka haram pula transaksi yang dilakukannya sekalipun akad jual 

belinya sah1.  

Hal ini diantaranya didasari oleh firman Allah Swt. surat Al-Baqarah (2) : 173: 

حْمَ  
َ
مَ وَل مَيْتَةَ وَالدَّ

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
مَ عَل  بِه  اِنَّمَا حَرَّ

َّ
هِل

ُ
نْزِيرِْ وَمَآ ا خِ

ْ
ا   ال

َ
ل ۚ  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ ِ لِغَيْرِ اللّٰه

حِيْمٌ  َ غَفُوْرٌ رَّ يْهِۗ  اِنَّ اللّٰه
َ
آ اِثْمَ عَل

َ
 .عَادٍ فَل

173. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging 

babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. 

 
1 Lukman Hakim Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: Erlangga, 2012), hal 86 
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Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan 

tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha 

Pengampun, Maha Penyayang. (Al-Baqoroh (2) : 173) 

 

B. Haram Li ghoirihi 

Haram li ghoirihi yaitu keharaman pada sesuatu hal bukan dari zatnya, pada 

dasarnya tidak dilarang oleh syariat, namun dengan adanya hal-hal lain yang 

timbul kemudian suatu perbuatan itu menjadi haram. Haram li ghoirihi masih 

dapat dicari jalan keluar solusi agar transaksi tidak menjadi haram, berbeda 

dengan haram li dzatihi, seperti jual beli yang dasarnya adalah halal, namun jika 

terjadi ketidakpastian dalam jual belinya (gharar) maka haramlah jual beli 

tersebut, namun jika ada kepastian maka gharar hilang dan jual beli menjadi halal. 

Haram li ghoirihi ini terbagi dalam berbagai kriteria apa saja yang 

menyebabkan haramnya dalam suatu transaksi, diantaranya : 

1. Riba 

Riba diartikan sebagai kelebihan atau tambahan (az-ziyadah), yaitu 

semua tambahan terhadap pokok utang dan juga barang ribawi. Barang ribawi 

diantaranya adalah nuqud berupa emas dan perak, dan makanan). Menurut 

istilah, riba juga berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal 

secara batil. Secara garis besar bahwasanya riba adalah pengambilan 

tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara 

batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam 2.  

Dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (interest/fa’idah) 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan riba adalah tambahan (ziyadah) 

tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang 

diperjanjian sebelumnya. Dan itulah yang disebut riba nasi’ah3. 

 
2 Nur Kholis dan Amir Mu’allim, Transaksi Dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Quantum 

Madani, 2018), Hal 44 
3 Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Interest/Fa’idah)  
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Dalil Keharaman Riba 

Keharaman riba ditetapkan oleh al-Qur’an secara kronologis di berbagai 

tempat. Pada priode Mekkah turun firman Allah swt surat al-Ruum ayat 39. 

ۚ وَمَآ   ِ يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰه ا 
َ
فَل مْوَالِ النَّاسِ 

َ
ا فِيْٓ   

۠
يَرْبُوَا

ِّ
لِ بًا  رِِّ نْ  مِِّ تَيْتُمْ 

ٰ
ا تُرِيْدُوْنَ  وَمَآ  وةٍ 

ٰ
نْ زكَ مِِّ تَيْتُمْ 

ٰ
ا

مُضْعِفُوْنَ 
ْ
ٰۤىِٕكَ هُمُ ال ول

ُ
ِ فَا  .وَجْهَ اللّٰه

Artinya :  

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia 

bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang 

kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan 

Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. Ar-

Ruum : 39) 

Pada priode Madinah turun ayat yang secara jelas dan tegas tentang 

keharaman riba, terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 130 

مْ تُفْلِحُوْنَ ي  ٰٓ
ُ
ك
َّ
عَل
َ
َ ل اتَّقُوا اللّٰه ضٰعَفَةًۖ وَّ ضْعَافًا مُّ

َ
بٰوآ ا وا الرِِّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا تَأ

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
 .ا

Artinya 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung 

(QS. Ali-Imran : 130)  

Dalil terakhir mengenai keharaman riba secara tegas mengaharamkan 

segala jenis riba dalam bentuk apapun yaitu ada pada surat al-Baqoroh : 275-

279 

ونَ  ٱ
ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِينَ يَأ

َّ
مَا يَقُومُ  ٱل

َ
ا ك

َّ
ا يَقُومُونَ إِل

َ
 ل
۟
بَوٰا طُهُ  ٱلرِِّ ذِى يَتَخَبَّ

َّ
نُ مِنَ  ٱل يْطَٰ نَّهُمْ ٱلشَّ

َ
لِكَ بِأ ۚ  ذَٰ مَسِِّ

ْ
ل

إِنَّمَا    
۟
وآ
ُ
  ٱقَال

ُ
مِثْل بَيْعُ 

ْ
  ٱل

َّ
حَل

َ
وَأ   ۗ

۟
بَوٰا ُ  ٱلرِِّ مَ  ٱللَّّٰ بَيْعَ وَحَرَّ

ْ
جَآءَهُ ٱل فَمَن    ۚ

۟
بَوٰا هِۦ  لرِِّ ِ

بِّ ن رَّ مِِّ مَوْعِظَةٌ  ۥ 

ى  ٱفَ 
َ
إِل مْرُهُۥٓ 

َ
وَأ فَ 

َ
سَل مَا  هُۥ 

َ
فَل بُ  ٱنتَهَىٰ  صْحَٰ

َ
أ ئِكَ 

ََٰٓ
و۟ل
ُ
فَأ عَادَ  وَمَنْ    ۖ ِ فِيهَا  ٱللَّّٰ هُمْ  ارِۖ   لنَّ

لِدُونَ   .175.خَٰ

ُ ٱيَمْحَقُ   وَيُرْبِى  ٱللَّّٰ
۟
بَوٰا تِۗ  وَ ٱلرِِّ دَقَٰ  ٱ لصَّ

َّ
ل
ُ
بُّ ك ا يُحِ

َ
ُ ل ثِيمٍ للَّّٰ

َ
ارٍ أ فَّ

َ
 .276ك
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هِ  ِ
جْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّ

َ
هُمْ ا

َ
وةَ ل

ٰ
تَوُا الزَّك

ٰ
وةَ وَا

ٰ
ل قَامُوا الصَّ

َ
لِحٰتِ وَا وا الصه

ُ
مَنُوْا وَعَمِل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
ا اِنَّ ال

َ
مْۚ وَل

زَنُوْنَ  ا هُمْ يَحْ
َ
يْهِمْ وَل

َ
 .277.خَوْفٌ عَل

يُّهَا 
َ
أ  ٱيََٰٓ

۟
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
 ٱل

۟
َ ٱ تَّقُوا  مَا بَقِىَ مِنَ للَّّٰ

۟
ؤْمِنِينَ ٱوَذَرُوا نتُم مُّ

ُ
 إِن ك

۟
ا بَوَٰٓ  .278.لرِِّ

نَ   رْبٍ مِِّ  بِحَ
۟
ذَنُوا

ْ
 فَأ

۟
وا
ُ
مْ تَفْعَل

َّ
ا تَظْلِمُونَ ٱفَإِن ل

َ
مْ ل

ُ
لِك مْوَٰ

َ
مْ رُءُوسُ أ

ُ
ك
َ
ِ وَرَسُولهِِۦۖ  وَإِن تُبْتُمْ فَل للَّّٰ

مُونَ 
َ
ا تُظْل

َ
 .279.وَل

Artinya :  

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal di dalamnya. 

276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak 

menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 

277. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, 

melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 

Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 

sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 

https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/riba
https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/riba
https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/riba
https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/riba
https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/riba
https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/riba
https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/riba
https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/riba
https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/riba
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Dua ayat terakhir yaitu pada Surat al-Baqarah ayat 278 dan ayat 279 

mempertegas secara jelas terhadap orang yang mengatakan bahwa riba tidak 

haram kecuali jika berlipat ganda pada surat Ali-Imran 130, karena ada yang 

berpendapat bahwa riba diperbolehkan jika tidak berlipat ganda. Allah tidak 

memperbolehkan pengembalian hutang kecuali mengembalikan modal pokok 

tanpa ada tambahan. 

Selain itu hadits dalam hadis Nabi Saw. secara jelas riba adalah perbuatan 

haram. Keharaman riba bukan hanya kepada pelakunya seorang saja tetapi 

juga kepada semua pihak yang ikut membantu terlaksananya perbuatan riba 

tersebut, hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 

yang tercantum pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi :  

 هُمْ سَوَاءٌ 
َ
اتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَال

َ
هُ وَك

َ
بَا وَمُوكِل  الرِِّ

َ
ِ صلى اللّٰ عليه وسلم آكِل  اللَّّٰ

ُ
عَنَ رَسُول

َ
 ل

 )رواه مسلم(
"Rasulullah Saw. mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan 

riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya 

sama (berdosa)." (HR Muslim). 

 

Jenis-Jenis Riba  

(1) Riba Nasi’ah 

Tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan 

dalam pembayaran yang diperjanjian sebelumnya4. 

Menurut Satria Effendi, riba nasi’ah adalah Tambahan pembayaran 

atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh 

si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari 

jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Riba nasiah 

ini terjadi dalam hutang piutang, oleh karena itu disebut juga dengan riba 

 
4 Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Interest/Fa’idah) 
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duyun (riba hutang piutang). Dasar hukum riba nasi’ah ini adalah 

hukumnya jelas dan pasti sehingga disebut juga riba jali atau qath’i. Dalam 

sejarah disebutkan bahwa kaum Thaqif terbiasa meminjamkan uang 

kepada Bani Mughirah dengan praktek riba nasi’ah. Setelah waktu 

pembayaran tiba, kaum Mughirah berjanji akan membayar lebih banyak 

apabila mereka diberi tenggang waktu pembayaran.  

(2) Riba Fadhl  

Riba fadhl yang mana fadhl sendiri bermakna kelebihan adalah 

transaksi barang ribawi dengan barang sejenis dan adanya tambahan atau 

kelebihan pada salah satu jenis barangnya. Riba fadhl menurut Ibnu 

Qayyum kedudukannya sebagai penunjang keharaman riba nasiah, 

sehingga riba fadhl ini diharamkan supaya seseorang tidak melakukan riba 

nasi’ah yang sudah jelas keharamannya.  

Maka dari itu Rasulullah melarang menjual emas dengan emas, perak 

dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kecuali 

dengan ukuran dan takaran yang sama dan secara tunai.  Sesuai dengan 

hadis Nabi berikut : 

 
َ
 ة قال : قَ رَ يْ رَ ي هُ بِ عن ا

َ
 سُ رَ  ال

ُ
  اللِّٰ  ول

َّ
 عَ  ى اللُّٰ صل

َ
 سَ  وَ  يهِ ل

َّ
هَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ   مَ ل هَبُ بِالذَّ لذَّ

َ
"ا

 بِمِثْلٍ. فَمَنْ زَادَ 
ً
ةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلا ةُ بِالفِضَّ فِضَّ

ْ
 بِمِثْلٍ. وَال

ً
وِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا". )رواه مِثْلا

َ
أ

 مسلم(

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam bersabda : “Emas hendaklah dibayar dengan emas, timbangan 

harus sama, dan serupa persis. Perak hendaklah dibayar dengan perak, 

timbangan harus sama, dan serupa persis. Barangsiapa memberi tambahan 

atau meminta tambahan, maka hal itu adalah riba.” (HR. Muslim) 
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(3) Riba Jahiliyyah 

Riba Jahiliyah adalah transaksi utang-piutang yang dibayar lebih dari 

pokoknya pada saat kondisi peminjam tidak mampu bayar hutangnya 

pada waktu yang ditetapkan. 

Riba jahiliyah dilarang karena sesuai dengan kaidah kullu qardin jarra 

naf’an fahuwa riba (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). 

Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong riba 

nasi’ah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong riba 

fadhl5. 

 

Membayar Hutang Dengan Yang Paling Baik  

 Rasulullah Saw. pernah meminjam seekor unta yang masih kecil 

kepada seorang sahabat, lalu ada unta zakat yang diajukan sebagai ganti. 

Rasulullah Saw. lantas menyuruh seorang sahabat yaitu Abu Raafi’ untuk 

mengganti unta muda yang tadi dipinjam. Abu Raafi’ menjawab, “Tidak 

ada unta sebagai gantian kecuali unta yang terbaik (yang umurnya lebih 

tua).” Rasulullah SAW kemudian menjawab, “Berikan saja unta terbaik 

tersebut padanya. Ingatlah sebaik-baik orang adalah yang baik dalam 

melunasi hutangnya (HR. Bukhari dan Muslim) 

 Dalam kasus ini, penambahan yang dilakukan oleh orang yang 

berhutang ketika membayar dan tanpa ada syarat sebelumnya, hal itu 

dibolehkan, bahkan dianggap sebagai perbuatan yang baik, bahkan 

pernah dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw. atas dasar inilah Ulama 

Fikih membedakan mana tambahan yang riba dan perilaku yang baik 

dalam membayar hutang. Tambahan dari hutang pokok pada saat 

pengembaliannya yang diperjanjikan pada waktu akad itu termasuk riba. 

Sedangkan tambahan yang tidak diperjanjikan maka termasuk perilaku 

 
5 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2010), Hal 733 
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yang baik dalam membayar hutang, karena tidak mengikat antara pihak 

satu dengan yang lain dan hakikatnya bisa sebagai tanda terima kasih 

kepada orang yang telah memberikan hutang kepadanya. 

 

Hikmah Diharamkannya Riba 

Banyak hikmah yang dapat diambil dari adanya pelarangan riba, 

diantaranya menurut adalah : 

1. Menjadikan manusia yang gemar untuk saling tolong-menolong satu 

sama lain; 

2. Riba dapat berdampak buruk kepada peminjam uang yang 

memaksakan mengambil keuntungan pinjaman tanpa ada melihat 

resiko sehingga akan sangat merugikan bagi peminjam;  

3. Menjadikan kerja sebagai sebuah kemuliaan, karena pekerjaan 

tersebut sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan. Karena 

dengan bekerja seseorang dapat meningkatkan keterampilan dan 

semangat besar dalam hidupnya;  

4. Tidak merugikan orang-orang yang sedang kesusahan, karena dengan 

adanya riba seseorang yang mengalami kesulitan justru semakin 

susah; dan lain sebagainya; 

5. Untuk dapat merealisasikan kehidupan bersama yang adil antara harta 

dan kerja, begitupun dalam mempertanggungjawabkan risiko beserta 

akibatnya6.   

2.  Maysir 

Menurut Fatwa DSN-MUI, Maysir (judi) adalah setiap akad yang dilakukan 

dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi 

dan untung-untungan7. 

 
6 Yusuf Qardhawi, Haruskah Hidup dengan Riba, (Jakarta: Gema Insani, 1991) hal 39  
7 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No 86, Tahun 2012 Tentang 

Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah 
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Pengertian lain, maysir adalah segala aktivitas atau permainan yang 

bersifat untung-untungan atau adanya spekulatif untuk mendapatkan 

keuntungan materil secara instan, menguntungkan pihak satu dan merugikan 

pihak yang lainnya dengan menanggung bebannya akibat 

perbuatan/permainan tersebut. Maysir bisa terjadi pada taruhan, pada bisnis, 

perdagangan, dan kompetisi. 8.  

Dasar hukum keharaman maysir ada pada surat al-Maidah:  

عَمَلِ   نْ  مِِّ رِجْسٌ  امُ 
َ
زْل
َ
ا
ْ
وَال نْصَابُ 

َ
ا
ْ
وَال مَيْسِرُ 

ْ
وَال مْرُ  خَ

ْ
ال اِنَّمَا  مَنُوْآ 

ٰ
ا ذِيْنَ 

َّ
ال يُّهَا 

َ
يْطٰنِ  يٰٓا الشَّ

مْ تُفْلِحُوْنَ 
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 .فَاجْتَنِبُوْهُ ل

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, 

(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah 

perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-

perbuatan) itu agar kamu beruntung. (al-Maidah : 90) 

3. Gharar 

Menurut Fatwa DSN-MUI, gharar adalah ketidakpastian dalam suatu 

akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai 

penyerahannya9. 

Gharar atau disebut juga taghrir juga disebut sebagai situasi saat terjadi 

incomplete information karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak 

yang bertransaksi. Gharar ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang 

seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Gharar dapat terjadi dalam 4 

(empat) hal, yaitu dari segi Kuantitas, Kualitas, Harga dan Waktu Penyerahan. 

Contohnya adalah menjual anak kambing yang masih dalam kandungan, 

menjual buah yang masih tumbuh sedikit pada pohon (jual beli ijon)10.  

Dasar hukum keharaman gharar ada pada sabda Nabi Muhammad Saw. 

 
8 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, (Kediri: Lirboyo Press 2013) Hal 44 
9 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No 86, Tahun 2012 Tentang 

Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah 
10 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2010), Hal 830 
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غَرَرِ )رواه مسلم(
ْ
حَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ ال

ْ
مَ عَنْ بَيْعِ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
ِ صَل  اللَّّٰ

ُ
  نَهَى رَسُول

Hadits Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-

hashah (dengan melempar batu ) dan jual beli gharar.” (HR Muslim). 

4.  Tadlis  

Menurut Fatwa DSN-MUI, Tadlis adalah tindakan menyembunyikan 

kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli 

seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat11.  

Tadlis adalah penipuan, bohong, cheating, informasi yang tidak lengkap. 

Transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui 

pihak lain sehingga pihak lain dirugikan12. Padahal dalam transaksi itu 

seharunya kedua belah pihak penjual dan pembeli mempunyai informasi yang 

sama mengenai transaksi itu sendiri sehingga tidak ada pihak yang merasa 

dicurangi/ditipu. Tadlis dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga dan 

waktu penyerahan. Contohnya adalah pedagang yang mengurangi 

takaran/timbangan barang yang dijualnya. Menjual barang yang memiliki 

kecacatan namun disembunyikan kecacatnya itu termasuk tadlis13. 

Dasar hukum keharamanya ada pada surat al-Baqoroh :  

مُوْنَ 
َ
نْتُمْ تَعْل

َ
حَقَّ وَا

ْ
تُمُوا ال

ْ
بَاطِلِ وَتَك

ْ
حَقَّ بِال

ْ
بِسُوا ال

ْ
ا تَل

َ
 .وَل

Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan 

(janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. 

(al-Baqoroh : 42). 

 

 

 
11 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No 80, Tahun 2011 Tentang 

Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler 
Bursa Efek 

12 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2010), Hal 829 

13 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal 162. 



Konsep Dasar dan Transaksi Ekonomi Syariah - 53 
 

5. Ba’i Najasy 

Menurut DSN-MUI, Tanajusy/Najsy adalah tindakan menawar barang 

dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, 

untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya14. 

Pengertian lain, Najasy adalah penawaran palsu15. Penawaran atas 

sesuatu barang bukan untuk membeli, tetapi hanya motif agar orang lain 

berani membelinya dengan harga tinggi. Najasy berarti juga bersekongkol 

untuk berbohong seakan-akan barang bagus dan layak dibeli dengan harga 

yang cukup tinggi. 

Dalil pokok yang dijadikan landasan larangan praktik bai’ najasy ini 

adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radliyallahu ‘anhuma: 

 .نهى النبي صلى اللّٰ عليه وسلم عن النجش 

“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang praktik jual beli najasy” (HR 

Bukhari). 

6.  Ihtikar  

Menurut Fatwa DSN-MUI, Ihtikar adalah membeli suatu barang yang 

sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya 

dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal16. 

Ihtikar ini adalah Penimbunan. Maksudnya adalah penimbunan 

komoditas untuk merekayasa pasar oleh seorang produsen atau penjual untuk 

mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual pada 

sedikitnya barang17.  

 
14 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No 80, Tahun 2011 Tentang 

Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler 
Bursa Efek 

15 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2010), Hal 545 

16 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No 80, Tahun 2011 Tentang 

Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler 
Bursa Efek 

17 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2010), Hal 331 
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Dalil keharaman ihtikar ada melalui sabda Nabi Muhammad Saw. 

ا خَطِئٌ )رواه  عن مَعمر ابن عبداللّٰ عَن  
َّ
ا يَحتَكِرُ إِل

َ
 ل
َ
م قال

َّ
ى الُلّٰ عليه وسل

َّ
رسولِ الِلّٰ صل

 مسلم(

“Dari Ma’mar bin Abdullah dari Rasulullah SAW bersabda: Tidak akan 

melakukan penimbunan selain orang yang salah” (HR. Muslim). 

7. Jenis-Jenis transaksi lain yang diharamkan 

Transaksi lainnya yang diharamkan merupakan jenis jenis yang tidak 

lepas dari turunan hukum yang telah disebutkan diatas, seperti turunan dari 

gharar, riba, tadlis dan lain sebagainya. Jenis transaksi lain ini didasari oleh 

sabda Nabi Saw.  

مُزَابَنَةِ عَنْ جَابِرِ  
ْ
ةِ وَال

َ
مُحَاقَل

ْ
مَ نَهَى عَنْ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
ِ صَل  اللَّّٰ

َ
نَّ رَسُول

َ
ِ أ بْنِ عَبْدِ اللَّّٰ

مِنْهُ   
َ
ل
َ
يُؤْك وْ 

َ
أ يَصْفَرَّ  وْ 

َ
أ مَرَّ  يَحْ نْ 

َ
أ إِشْقَاهُ 

ْ
وَال تُشْقِهَ   حَتَّى 

ُ
النَّخْل تُشْتَرَى  نْ 

َ
وَأ مُخَابَرَةِ 

ْ
 وَال

 
ْ
وَال  شَيْءٌ 

ُ
النَّخْل يُبَاعَ  نْ 

َ
أ مُزَابَنَةُ 

ْ
وَال ومٍ 

ُ
مَعْل عَامِ  الطَّ مِنْ  يْلٍ 

َ
بِك  

ُ
حَقْل

ْ
ال يُبَاعَ  نْ 

َ
أ ةُ 

َ
مُحَاقَل

بِي
َ
أ بْنِ  لِعَطَاءِ  تُ 

ْ
قُل زَيْدٌ   

َ
قَال ذَلِكَ  شْبَاهُ 

َ
وَأ بُعُ  وَالرُّ ثُ 

ُ
ل الثُّ مُخَابَرَةُ 

ْ
وَال مْرِ  التَّ مِنْ  وْسَاقٍ 

َ
 بِأ

سَمِعْتَ  
َ
 رَبَاحٍ أ

َ
مَ قَال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
ِ صَل رُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّّٰ

ُ
ِ يَذْك جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّّٰ

 .نَعَمْ 

Artinya : dari Jabir bin Abdullah RA bahwa Rasulullah Shallallu 'alaihi wa sallam 

melarang jual beli Muhaqalah, Muzabanah dan Mukhabarah, dan menjual 

buah kurma sampai terlihat matang, dan matangnya adalah jika telah 

memerah atau menguning atau sudah layak untuk dimakan. Muhaqalah ialah 

menjual hasil tanaman yang dibayar dengan makanan pokok dengan takaran 

yang jelas, muzabanah ialah menjual kurma basah yang masih di pohon 

dengan beberapa wasaq kurma kering, mukhabarah ialah membagi hasil 

ladang menjadi sepertiga, seperempat atau yang serupa dengan itu 

(sementara benihnya dari yang mempunyai ladang). Zaid berkata; Saya 

bertanya kepada 'Atha` bin Abi Rabah; "Apakah kamu mendengarnya Jabir bin 



Konsep Dasar dan Transaksi Ekonomi Syariah - 55 
 

Abdullah menyebutkan ini dari Rasulullah Shallallu 'alaihi wa sallam?" Dia 

menjawab; "Ya." 

(1) Muhaqalah  

Muhaqalah adalah jual beli dengan menjual hasil tanaman yang dibayar 

dengan makanan pokok dengan takaran yang jelas. Maksud dari jual beli 

muhaqalah yaitu menjual biji-bijian (seperti gandum, padi dan lainnya) 

yang sudah matang yang masih di tangkainya dengan biji-bijian yang 

sejenis. Hal ini ditakutkan adanya unsur riba karena tidak diketahui secara 

pasti adanya kesamaan antara dua barang yang dijualbelikan. 

(2) Muzabanah 

Muzabanah ialah menjual anggur dengan anggur atau kurma dengan 

kurma yang masih berada di pohon atau menjual ruthab (kurma yang 

masih basah) dengan kurma yang sudah kering. 

(3) Mukhabarah 

Mukhabarah ialah membagi hasil ladang menjadi sepertiga, seperempat 

atau yang serupa dengan itu (sementara benihnya dari yang mempunyai 

ladang). tanah yang disewakan untuk ditanami dengan catatan agar si 

pemilik tanah berhak mendapatkan bagian tertentu dari hasil tanaman dan 

orang yang menanam pun mendapat bagian tertentu pula. Ini adalah 

bentuk mukhabarah yang majhul karena tidak diketahui secara pasti hasil 

panen dari tanaman tersebut. Bisa saja hasil penennya bagus bisa juga 

hancur (terkena hama), maka dari itu mukhabarah dilarang karena adanya 

unsur jahalah dan adanya bahaya yang mengintai salah satu pihak berupa 

kerugian. 

(4) Ba’i Hashah 

Jual beli hashah yaitu jual beli dengan melempar batu. Maksudnya adalah 

jual beli dengan cara melempar kerikil, dimanapun kerikil jatuh maka itulah 
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batas tanah yang dibeli. Hal ini bukan hanya untuk tanah, bisa juga dengan 

barang yang lainnya. 

(5) Mulamasah 

Mulamasah merupakan jual beli yang terjadi jika seorang pembeli 

menyentuh kain manapun yang dijual. Setiap menyentuh kain manapun, 

maka dianggap membeli. Hal ini dilarang karena kita tidak memeriksa 

barang secara detil sehingga adanya ketidakjelasan18. 

 

Dari penelaahan terhadap definisi dari mengenai 5 praktik jual beli yang 

dilarang tersebut, faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya 

larangannya tidak terlepas dari konsep dasar yang telah disebutkan 

sebelumnya, seperti adanya unsur maysir (spekulasi), mengandung unsur riba, 

gharar (ketidaktahuan), tadlis (penipuan) baik terhadap kualitas maupun 

kuantitas barang, sehingga menyebabkan kezhaliman kepada pihak yang 

bertransaksi yang menyebabkan terjadinya kerugian karena ketidaksesuaian 

dalam transaksinya. Walaupun 5 praktik jual beli ini sudah sangat jarang 

ditemui pada zaman sekarang dan tidak relevan dengan transaksi modern, 

namun masih layak untuk mengidentifikasi mengenai jual beli yang terlarang. 

 

C. Rangkuman 

Dalam transaksi yang dilarang oleh islam, perlu memperhatikan mengenai 

kriteria keharaman sesuatu, haram sendiri terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu haram 

lidzatihi (haram dengan zatnya) dan haram lighoirihi (haram selain zatnya). 

1. Haram li dzatihi  

Haram li dzatihi adalah haram secara zatnya, atau disebut sebagai barang 

yang najis, karena tidak boleh melakukan transaksi dengan barang yang najis 

yang mana keharaman ini haram secara tegas dalam syariat yang tercantum 

 
18 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2010), Hal 142 
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langsung di dalam nash Alquran dan hadis, seperti khamr, bangkai, darah, 

daging babi. 

2. Haram li ghoiri 

Haram li ghoirihi yaitu keharaman pada sesuatu hal bukan dari zatnya, 

pada dasarnya tidak dilarang oleh syariat, namun dengan adanya hal-hal lain 

yang timbul kemudian suatu perbuatan itu menjadi haram. 

Haram li ghoirihi ini terbagi dalam berbagai kriteria apa saja yang 

menyebabkan haramnya dalam suatu transaksi, diantaranya : 

a. Riba  

Riba diartikan sebagai kelebihan atau tambahan (az-ziyadah), yaitu 

semua tambahan terhadap pokok utang dan juga barang ribawi. Barang 

ribawi diantaranya adalah nuqud berupa emas dan perak, dan makanan). 

Jenis-Jenis Riba 

1) Riba nasi’ah : Tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena 

penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjian sebelumnya; 

2) Riba fadhl : Riba fadhl yang mana fadhl sendiri bermakna kelebihan 

adalah transaksi barang ribawi dengan barang sejenis dan adanya 

tambahan atau kelebihan pada salah satu jenis barangnya; 

3) Riba Jahiliyyah : Riba Jahiliyah adalah transaksi utang-piutang yang 

dibayar lebih dari pokoknya pada saat kondisi peminjam tidak mampu 

bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. 

b. Maysir 

Maysir (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang 

tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi dan untung-

untungan. 

c. Gharar 

gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai 

kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. 
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d. Tadlis  

Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang 

dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek 

akad tersebut tidak cacat. 

e. Ba’i Najasy 

Tanajusy/Najsy adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih 

tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk 

menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya. 

f. Ihtikar 

Ihtikar adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan 

masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan 

untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal. 

g. Jenis-Jenis Yang Lainnya 

Diantaranya adalah Muhaqalah, Muzabanah, Ba’i Hashah, Mukhabarah, 

Mulamasah. Walaupun praktik jual beli ini sudah sangat jarang ditemui 

pada zaman sekarang dan tidak relevan dengan transaksi modern, 

namun masih layak untuk mengidentifikasi mengenai jual beli yang 

terlarang. 
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Akad-akad Lembaga Keuangan Syariah 

 

I. Tujuan 

Diharapkan peserta memiliki pemahaman mengenai Akad-akad 

Lembaga Keuangan Syariah 

 

II. Pokok Bahasan 

Akad-akad 

 

III. Waktu 

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 45 menit. 

 

IV. Metode 

Metode yang digunakan diantaranya : 

1. Permainan interaktif 

2. Curah pendaftaran dan diskusi 

3. Presentasi 

 

V. Media dan Sumber Belajar 

1. Flipchart, spidol, kertas piano, dan metaplan 

2. Lembar media presentasi 

3. Bahan bacaan “Akad-akad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konsep Dasar dan Transaksi Ekonomi Syariah - 61 
 

A. Jual Beli 

Berdagang merupakan seni. Modal dalam berdagang yang 

sebenernya adalah kejujuran dan keadilan dalam transaksi. 

Afzalurrahman dalam "Muhammad as a Trader" menulis bahwa kunci 

sukses berdagang Nabi terletak pada sikap jujur dan adil dalam 

mengadakan hubungan dagang dengan para pelanggan.1 

Dalam fiqh muamalah terdapat banyak macam akad jual beli. 

Jenis jenis jual beli salah satunya yaitu Murabahah, yaitu jual beli 

barang dengan margin keuntungan yang disepakati dengan 

memberi tahu harga pokok dan keuntungannya sebagai tambahan. 

Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad 

jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis 

barang tertentu dengan harga yang telah disepakati bersama. 

lembaga keuangan akan akan mengadakan barang yang dibutuhkan 

dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah 

keuntungan yang telah disepakati. Ibnu Qudamah mendefinisikan 

murabahah sebagai jual beli dengan menghitung modal ditambah 

keuntungan tertentu yang diketahui. Dapat disimpulkan, murabahah 

merupakan salah satu bentuk jual beli amanah berdasarkan pada 

penetapan harga, yaitu bentuk pertukaran obyek jual dengan harga 

yang merupakan jumlah harga perolehan ditambah laba tertentu.2 

 
1 M. Luthfi Hamidi sebagaimana dikutip oleh Lely Shofa Imama, “Konsep dan 

Implementasi Murabaha pada Produk Pembiayaan Bank Syariah”, Jurnal iqtishadia, 

Vol.1 No.2, Desember 2014, h. 3. 
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Ditjen Bimas 

Islam, 2009), h.4 
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Berkaitan dengan akad jual beli tersebut untuk melihat 

keseriusan nasabah dalam bertransaksi maka lembaga keuangan 

meminta atau mensyaratkan kepada nasabah untu membayar uang 

muka. Setelah uang muka dibayarkan maka nasabah dapat 

membayar kekurangnnya dengan cara berangsur dengan jangka 

waktu dan jumlah yang telah di sepakati bersama antara nasabah 

dan lembaga keuangan syariah. Dan apabila nasabah dalam 

membayar angsuran telat maka lembaga tidak diperbolehkan 

mengambil denda dari nasabah. 

Jual beli Murabahah dalam praktik nya dilembaga keuangan 

syariah biasanya disertai dengan akad wakalah. Wakalah adalah 

Pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan 

dan waktu tertentu. Penerima kuasa mendapat imbalan yang 

ditentukan dan disepakati bersama. Akad wakalah adalah perwakilan 

antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan 

kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. 

Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada 

pihak lain.3 Wakalah disini adalah setelah nasabah menjadi wakil dari 

lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang sesuai 

dengan spesifikasi yang diinginkan atau diajukan oleh nasabah ke 

lembaga keuangan syariah. 

Jenis-jenis Murabahah antara lain sebagai berikut : 

 
 
3 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 

h. 233. 
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a. Murabahah dengan pesanan 

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang 

setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan 

bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli 

barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli 

harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat 

membatalkan pesanannya. 

b. Murabahah tanpa pesanan 

Dalam murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Murabahah 

tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang 

memesan, bank syariah menyediakan barang dagangannya. 

Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langung dengan 

ada tidaknya pembeli.4 

 

Murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah, 

prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya 

yang terkait dan kesepakan atas laba yang diperoleh oleh lembaga. 

Ciri dasar akad murabahah dalam lembaga keungan syariah adalah 

sebagai berikut: 

a. Pembeli harus mengetahui tentang biaya biaya terkait dengan 

harga asli barang . batas laba harus ditetapkan dalam bentuk 

persentase dari harga total ditambah dengan biaya biayanya. 

 
4 Nurhayati dan Wasilah. 2009.Akuntansi Syariah di Indonesia. Cet. II. Jakarta: 

Salemba Empat, h. 171. 
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b. Apa yang dijual adalah barang yang dibayar dengan uang. 

c. Barang yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, 

dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada 

pembeli. 

d. Pembayaran ditangguhkan, artinya dalam hal ini pembeli hanya 

membayar uang muka yang besar dan nominalnya sudah 

ditentukan dan telah disepakati bersama antara nasabah dengn 

lembaga keuangan.5 

Pembayaran murabahah salah satu bentuk jual beli yang 

populer adalah jual beli tangguh, yaitu jual beli dengan barang 

diterima pada saat akad dan pembayaran menyusul sesuai 

kesepakatan. Dalam jual beli tangguh, apabila kesepakatan telah 

terjadi, penjual menyerahkan barang kepada pembeli untuk 

kemudian pembeli membayar barang tersebut dalam jangka waktu 

yang telah disepakati.6 

Demikian konsep murabahah derdasarkan literatur Fikih Islam 

Klasik adapun yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan akad 

murabahah dimana selalu memliki prinsip kehati-hatian dalam 

pengadaan barang, penentuan harga, serta akad sangat diperlukan 

untuk menghindari riba yang dilarang sesuai syari’ah Islam. 

 

 
5 Kariyono, Implementasi Jual Beli Murabahah dalam Lembaga Keuangan 

Syariah, Tahkim Vol. XV No.2, Desember 2019, h. 225. 
6 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2011), h. 82. 
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B. Qardh 

Pelaksanaan program al-qardh dan al-qardhul hasan 

didasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 

tentang al-Qardh, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 

tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang 

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana 

dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.7 

Qardh merupakan akad berbentuk pinjaman yang diterapkan 

dalam perbankan syariah dan memiliki turunan yakni Qardhul 

Hasan. Didalam Islam dilarang dengan adanya bunga, maka 

pinjaman Qardh maupun Qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa 

adanya bunga. Dari itu Qardhul Hasan merupakan pinjaman yang 

bukan bersifat komersial namun bersifat sosial.8 

Pada dasarnya pinjaman kebaikan atau Qardhul Hasan 

digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan 

berjangka pendek. Sesuai dengan sifatnya Qardhul Hasan 

dilembaga keuangan syariah digunakan untuk membantu usaha 

kecil dan keperluan sosial. Produk ini merupakan salah satu 

implementasi tujuan perbankan syariah yang menjalankan fungsi 

sosialnya dalam bentuk baitul mal yaitu menerima dana yang 

 
7 Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3 No. 2, Juli 2019, h. 

156 
8 Hasibuan Nasser Abdul, Annam Rahmad, Nofinawati, Audit Bank Syariah, 

(Jakarta : Kencana 2020), h. 103 
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berasal dari zakat, infak, sedekah atau dana sosial lainnya dan 

menyalurkan kepada masyarakat. 

Implementasi produk sosial berdasarkan pada fatwa MUI No. 

19/DSNMUI/IV/2001 tentang Qardh yang dananya bersumber dari 

bagian modal dan keuntungan yang disisihkan dari Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS), serta lembaga lain atau individu yang 

mempercayakan penyaluran infaqnya lewat LKS. Pada tahun 2011, 

MUI kembali mengeluarkan fatwa Qardh dengan No. 

79/DSNMUI/III/2011 yang sumber dananya berasal dari nasabah. 

Jika dibandingkan antara fatwa MUI tahun 2001 dengan 2011 ini 

kemungkinan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar apabila 

terjadi utang piutang Qardh yang tidak tertagih karena sumbernya 

dari nasabah.9 

Bank Syariah dalam melaksanakan fungsinya dalam 

menajalankan transaksi yang bersifat tolong menolong yaitu 

pinjaman Qardh atau Qardhul Hasan, yaitu pinjaman uag Cuma-

Cuma. Objek dari pinjaman Qardh biasanya adalah uang atau alat 

tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa 

bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana 

(Bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu 

tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri 

dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.10 

 
9 Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3 No. 2, Juli 2019, h. 

157 
10 Ascarya. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 

2007 
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Dalam implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), 

Qardh dapat diaplikasikan sebagai berikut : 

a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti 

loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan 

segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan 

mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam itu. 

b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, 

sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, 

tersimpan dalam bentuk deposito. 

c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau 

membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah 

dikenal suatu produk khusus, yaitu al-qardh al-hasan.11 

C. Ijarah 

Transaksi ijarah di tandai dengan adanya pemindahan manfaat. 

Jadi dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan primdip jual beli. 

Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya. Bila pada objek 

jual-beli objek transaksinya adalah barang. Maka pada ijarah objek 

transaksinya adalah jasa. Pada ahir masa sewa, bank dapat saja 

menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam 

perbankan syariah dikenai al-ijarah almutahiyah bittamlik (sewa 

yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan 

harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dan 

 
11 Antonio, M. S. (2015). Bank syariah: Dari teori ke praktik (Cet. 23). Jakarta, 

Indonesia: Gema Insani Press. h. 133 
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nasabah.12 

Ijarah sebagai produk pembiayaan syariah termuat dalam UU 

No. 21 Tahun 2008 dan peraturan lainnya. Di dalan UU terdapat di 

pasal 1 ayat (25) huruf b dan e, pasal 19 ayat (1) huruf f dan i, pasal 

19 ayat (2) huruf f dan i dan pasal 21 huruf b, angka 4. Makna ijarah 

dalam peraturan perbankan syari’ah mengacu kepada dan 

bersumber dari fatwa DSN MUI dan hukum islam. 

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan 

mengenai ketentuan ijarah dalam Lembaga Keuangan Syariah 

sebagai berikut: 

1. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi manfaat 

barang atau jasa: 

a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. 

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang. 

c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. 

2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: 

a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk 

menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad 

(kontrak). 

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan 

(tidak materil). 

c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari 

 
12 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Depok : Rajawali Pres, 2016), 

h. 120. 
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penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian 

pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak 

bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.13 

Jenis barang atau jasa yang dapat disewakan adalah sebagai 

berikut:  

a. Barang modal; aset tetap, seperti bangunan, gedung, kantor, 

dan ruko. 

b. Barang produksi; mesin, alat alat berat, dan lain-lain. 

c. Barang kendaraan transportasi; darat, laut, dan udara. 

d. Jasa untuk mmebayar ongkos; uang sekolah/kuliah, tenga kerja, 

hote, angkutan/ transportasi, dan sebagainya.14 

 

Implementasi dari al-Ijarah ini, lembaga keuangan syariah 

dapat melakukan leasing. Akan tetapi pada umumnya, lembaga 

keuangan syariah tersebut lebih banyak menggunakan al-Ijarah 

al-Muntahia bit-Tamlik (IMBT)15 karena lebih sederhana dari sisi 

pembukuan. Selain itu, lembaga keuangan syariah pun tidak 

direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat 

leasing maupun sesudahnya. 

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) ini merupakan jenis akad 

baru yang dibentuk sebagai konstruksi perjanjian sewa beli 

melalui pendekatan maqashid asy-syari’ah karena adanya 

 
13 Ibid., h. 120-121 
14 Ibid., h.122 
15 Antonio, M. S. (2015). Bank syariah: Dari teori ke praktik (Cet. 23). Jakarta, 

Indonesia: Gema Insani Press. h. 188 
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kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Secara prinsip, regulasi 

maupun implementasi IMBT telah sejalan dengan prinsip-prinsip 

syariah, namun dalam beberapa substansi hukum dan praktiknya 

masih ada yang dipandang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip 

syariah. Aspek yang diteliti adalah alasan, dasar dan metode 

penetapan hukum IMBT serta mekanisme implementasi IMBT 

pada perbankan syariah. Aspek-aspek tersebut dianalisis dengan 

menggunakan teori maqashid asy-syari’ah, teori maslahah 

mursalah dan teori perikatan. Hasil penelitian menemukan bahwa 

regulasi IMBT maupun implementasinya, secara umum telah 

sejalan dengan maqasid asy-syari’ah, namun masih terdapat 

subtansi hukum maupun praktiknya yang dipandang tidak sejalan 

dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain: (1) janji pemindahan 

hak milik objek akad dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

tentang wa’d (janji) yang mewajibkan untuk memenuhi janji. (2) 

Penyelesaian pembayaran musta’jir wanprestasi dengan cara 

membebankan seluruh sisa ujrah hingga akhir masa sewa dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maupun dalam praktik 

perbankan syariah tidak sesuai dengan hukum ijarah dan tidak 

sejalan asas kemaslahatan. (3) Review ujrah oleh Bank yang hanya 

diterapkan terhadap kenaikan ujrah dan tidak diterapkan 

terhadap penurunan ujrah bertentangan dengan asas 

keseimbangan (tawazun) dan asas keadilan (‘adalah). 
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D. Wadi’ah  

Konsep wadi’ah adalah akad dimana pemilik barang dengan 

pihak yang menyimpan barang, dengan tujuan menjaga barang 

tersebut dari kehilangan, kemusnahan dan lain sebagainya serta 

mengembalikan sewaktu-waktu si pemilik barang menghendaki.16 

Jika barang hilang atau uang musnah maka bank yang bertanggung 

jawab atas menjamin keamanannya berdasarkan jaminan. 

Wadi’ah dibagi menjadi dua yakni wadi’ah yad al-amanah dan 

wadi’ah yad adh-dhamanah. Berikut ciri-ciri wadi’ah yad al-amanah : 

a. Harta atau barang yang disimpankan tidak boleh dimanfaatkan 

dan digunakan oleh penerima simpanan. 

b. Penerima simpanan hanya berfungsi sebagai penerima amanah 

yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang 

disimpankan tanpa boleh memanfaatkannya. 

c. Sebagai kompensasi, penerima simpanan diperkenankan untuk 

membebankan biaya (caj perkhidmatan) kepada orang yang 

menyimpan. 

d. Mengingat barang atau harta yang disimpankan tidak boleh 

dimanfaatkan oleh penerima simpanan, aplikasi perbankan yang 

memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penyimpanan atau safe 

deposit box. 

Ciri-ciri wadi’ah yad adh-dhamanah : 

 
16 Sayyid Sabiq (1987), Fiqh al-Sunnah, hlm. 333-334 

 



72 – Bag 5: Akad-akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah 

a. Harta atau barang yang disimpankan boleh dan dapat 

dimanfaatkan oleh yang menerima simpanan. 

b. Karena dimanfaatkan, barang atau harta yang disimpankan ter-

sebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, 

tidak ada keharusan kepada penerima simpanan untuk mem-

berikan hasil pemanfaatan kepada si penyimpan. 

c. Bank konvensional memberikan jasa simpanan sebagai imbalan 

yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. 

Sedangkan pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa 

simpanan) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun di-

janjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak seba-

gai tanda terima kasih dari pihak bank. 

d. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan keikhlasan 

pengurusan bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini 

penekanannya adalah simpanan.17 

Dalam implementasinya akad wadi’ah dapat diaplikasikan 

pada produk seperti produk giro maupun produk tabungan. Sebagai 

konsekuensinya dari akad ini adalah semua keuntungan yang 

dihasilkan dari dana titipan menjadi milik lembaga keuangan. 

Sebagai imbalannya nasabah mendapatkan jaminan atas barang 

atau uang yang dia ttitipkan kepada lembaga dan juga 

mendapatkan fasilitas-fasilitas giro lainnya. 

 
17 BIMB (1994), Islamic Banking Practice From The Practitioner’s Perspective, 

hlm. 53-54 
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E. Rahn 

Dewan redaksi dari Ensiklopedia Hukum Islam (1997) 

berpendapat bahwa rahn yang diungkapkan oleh ulama fiqh klasik 

adalah bersifat pribadi. Artinya utang piutang hanya terjadi antara 

seorang pribadi yang membutuhkan dan seorang yang memiliki 

kelebihan harta, dizaman sekarang sesuai dengan kemajuan 

ekonomi dan perkembangan yang sangat pesat, rahn tidak hanya 

berlaku antar pribadi namun juga lembaga keuangan seperti bank. 

Untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan pihak bank 

menuntut barang agunan yang dipegang oleh bank sebagai jaminan 

atas kredit tersebut. Barang agunan ini lebih lanjut diungkapkan oleh 

dewan direksi Ensiklopedia Hukum Islam (1997) dalam istilah bank 

disebut dengan collateral. Colleteral juga sejalan dengan marhun 

yang berlaku dalam akad rahn yang diungkapkan oleh ulama 

klasik.18 

Menurut Antonio (2001) kontrak rahn dalam perbankan 

digunakan sebagai : 

1. Produk perlengkapan 

Artinya rahn digunakan sebagai akad tambahan terhadap 

produk lain seperti pembiayaan ba’i al-murabahah dimana bank 

dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad 

tersebut.19 

 
18 Ali, Zainuddin, Hukum Gadai Syariah,( Jakarta: Sinar Grafika 2008 ), h. 76. 
19 Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi.Hukum Perjanjian Dalam 

Islam,(Jakarta: Sinar Grafika,1996)h.78 
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2. Produk tersendiri 

Akad rahn sudah dipakai untuk alternatif dari pegadaian 

konvensional. Bedanya dengan gadai biasa, dalam rahn nassbah 

tidak dipungut atau dikenakan bunga namun ada biaya penitipan, 

pemeliharaan, serta penjagaan yang sudah ditetapkan diawal 

perjanjian. Sedangkan dalam perjanjian gadai biasa, nasabah 

dikenakan beban bunga pinjama yang dapat berlipat ganda. 

Dalam mekanisme perjanjian gadai syariah akad perjanjian 

yang dapat dilakukan antara lain : 

a. Akad al-qardhul hasan 

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menjadikan barangnya 

sebagai keperluan konsumtif. Dengan demikina nasabah 

(rahin) akan memberikan biaya upah kepada pegadaian yang 

telah menjaga dan memelihara barang gadaian (mahru). 

b. Akad al-mudharabah 

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan 

jaminannya untuk menambah modal usaha ( pembiayaan 

investasi dan modal kerja ). Dengan demikian, rahin akan 

memberikan bagi hasil ( berdasarkan keuntungan ) kepada 

murtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang 

dipinjam terlunasi.20 

 

 
20 Sudarsono, Heri.Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan 

Ilustrasi. (Yogyakarta : Ekonisia,2005)h.92 
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F. Mudharabah 

Akad mudharabah didalam lembaga keuangan syariah biasa 

digunakan dalam transaksi tabungan atau investasi. Tabungan 

mudharabah dalam praktik perbankan syariah ada yang berbentuk 

tabungan biasa dan deposito. Deposito adalah investasi dana 

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara 

nasabah penyimpan dan bank Syariah dan/atau UUS. Akad yang 

biasanya dipakai adalah akad mudharabah. Yang dimaksud dengan 

akad mudharabah dalam konteks penghimpunan dana adalah akad 

kerja sama antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau nasabah) 

sebagai pemilik dana dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau Bank 

Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi 

keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan 

dalam akad.21 

Dalam akad mudharabah nasabah bertindak sebagai sahibul 

mal dan bank selaku mudharib. Penerapan akad mudharabah 

terhadap deposito mengikuti kesesuaian antara keduanya, 

kesesuainnya dalam hal tenggang wwaktu misalnya 30 hari atau 90 

hari dan seterusnya. Salah satu ciri utama dari akad mudharabah 

dalam simpanan adalah tenggang waktu karena hal ini mutlak 

diperlukan untuk pemutaran modal ke perniagaan tertentu oleh 

 
21 Penjelasan per pasal UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
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pihak bank. Dalam hal ini mudharabah memilik dua macam yakni : 

1. Mudharabah Mutlaqah 

Mudharabah mutlaqah yaitu penyerahan modal tanpa 

syarat. Pengusaha atau mudharib bebas mengelola modal itu 

dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan 

keuntungan dan di daerah mana saja yang mereka inginkan. 

Dalam bank teknik mudharabah mutlaqah adalah kerjasama 

antara bank bank dengan mudharib atau nasabah yang 

mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu 

usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari 

penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah 

yang disepakati.22 

Ketentuan umum mudharabah mutlaqah sebagai produk 

tabungan dan deposit didalm lembaga keuangan syariah : 

a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai 

nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau 

pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan 

dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, 

maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. 

b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku 

tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan 

atau alat penarikan lainya kepada penabung. Untuk deposito 

 
22 Mansur, Seluk Beluk Ekonomi Islam, Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009, 

h. 83. 
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mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda 

penyimpan (bilyet) deposito kepada deposan. 

c. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh 

penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun 

tidak diperkenakan mengalami saldo negatif. 

d. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan 

jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang 

diperpanjang, setelah jatuh tempo skan diperlakukan sama 

seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah 

dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat 

akad baru. 

e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan 

tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah.23 

2. Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan 

syarat-syarat tertentu. Dalam akad dicantumkan bahwa modal 

tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada 

usaha tertentu). Pengusaha atau nasabah harus mengikuti syarat-

syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, selain dari syarat-

syarat yang dikemukakan maka dana shahibul maal tidak 

diperkenankan untuk dipakai. Dalam teknis perbankan yang 

 
23 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 1, Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 99-100. 
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dimaksudkan dengan mudharabah muqayyadah adalah akad kerja 

sama antara shahibul maal dengan bank. Modal yang diterima, 

dikelola oleh bank untuk diinvestasikan dalam proyek yang sudah 

ditentukan oleh shahibul maal. Pembagian bagi hasil keuntungan 

dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama, diantara pihak-

pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut.24 

 

G. Syirkah 

Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat 

dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti: 

1. Pembiayaan Proyek 

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek 

dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk 

membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai 

nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang 

telah disepakati untuk bank. 

2. Modal Ventura 

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan 

investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah 

diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal 

dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank 

melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara 

 
24 Mansur, Seluk Beluk Ekonomi Islam, Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009, 

h. 84. 
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singkat maupun bertahap. 

 

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah sebagai berikut 

(Karim, 2004: 92-93): 

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek 

musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal 

berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang 

dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk 

menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan 

tindakan seperti: 

a. Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi. 

b. Menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik 

modal lainnya. 

c. Memberi pinjaman pad pihak lain. 

d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau 

digantikan oleh pihak lain. 

e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila 

menarik dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak 

cakap hukum. 

2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu 

proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi 

kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi 

kontribusi modal. 

3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. 
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Setelah proyek selesai nasabah harus mengembalikan dana 

bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.25 

 

 

 
25 Karim, Adiwarman. 2004. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada. h. 92-93. 
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Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

 

I. Tujuan 

Diharapkan peserta memiliki pemahaman mengenai penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah. 

 

II. Pokok Bahasan 

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi 

2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi 

 

III. Waktu 

Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 45 menit 

 

IV. Metode 

Metode yang digunakan diantaranya: 

1. Permainan interaktif 

2. Curah pendapat dan diskusi 

3. Presentasi 

 

V. Media dan Sumber Belajar 

1. Flipchart, spidol, kertas piano, dan metaplan 

2. Lembar mediasi presentasi 

3. Bahan bacaan mengenai definisi, dasar hukum, dan karakteristik ekonomi 

syariah 
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A. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi 

Jika melihat latar belakang sejarah mengenai badan peradilan mana yang 

berwenang menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa perbankan syariah 

memang sempat menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Apakah menjadi 

kewenangan Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama karena memang 

sebelumnya belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur hal 

tersebut, sehingga masing-masing mencari landasan hukum yang tepat. 

Namun, pada perkembanganya kewenangan tersebut secara tegas 

diberikan kepada Peradilana Agama. Hal tersebut diperkuat dengan adanya 

perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perdebatan mengenai 

siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sudah 

terjawab. Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan 

wewenang kekuasaan Peradilan Agama bertambah luas, yang semula 

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 hanya 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) 

perkawinan, b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum 

Islam, dan c) wakaf dan shadaqah. Dengan adanya amandemen Undang-Undang 

tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas. 

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas 

dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi 

syariah yang meliputi: a) bank syariah, b) lembaga keuangan mikro syariah, c) 

asuransi syariah, d) reasuransi syariah, e) reksa dana syariah, f) obligasi syariah 

dan surat berharga berjangka menengah syariah, g) sekuritas syariah, h) 
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pembiayaan syariah, i) pegadaian syariah, j) dana pensiun lembaga keuangan 

syariah, dan k) bisnis syariah.1 

Dalam penjelasan Pasal tersebut antara lain dinyatakan: “Yang dimaksud 

dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau 

badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela 

kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan 

Agama sesuai ketentuan pasal ini.” Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka 

seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank 

konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat 

dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam 

penyelesaian perselisihan. Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang 

menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:2 a. Sengketa di bidang ekonomi 

syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan 

nasabahnya; Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga 

keuangan dan lembaga pembiayaan syariah; c. Sengketa di bidang ekonomi 

syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya 

disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain dalam hal kewenangan sebagaimana 

diuraikan di atas, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang 

kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, 

pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi 

syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang 

lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 

2006 alenia ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus.3  

 
1 Suhartono, Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional, 

www.Badilag.net tanggal 31-10-2011 
2 Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah, Makalah Diklat 

Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2011, hlm.8 
3 Ibid, hlm.9 
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Oleh karena itu, dalam draft-draft perjanjian yang dibuat oleh beberapa 

perbankan syariah berkaitan dengan perjanjian pembiayaan murabahah, akad 

mudharabah dan akad-akad yang lain yang masih mencantumkan klausul 

Penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri apabila BASYARNAS tidak dapat 

menyelesaikan sengketa maka seharusnya jika mengacu pada Penjelasan Umum 

UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, maka klausul tersebut dirubah menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut. 

Walaupun sudah secara jelas diatur dalam perubahan Undang-Undang 

Peradilan Agama tahun 2006, perdebatan siapa yang berwenang menyelesaikan 

sengketa ekonomi syarih secara litigasi masih belum terselesaikan. 

Ketidakpercayaan para nasabah yang saat itu membuat mereka mengajukan 

penyelesaian sengketa tersebut ke Peradilan Umum. Maka dari itu permasalahan 

tersebut menghasilkan ketidakpastian hukum sehingga para pencari keadilan 

masih bingung menyelesaikan  dimana. Sampai tahun 2012 hal tersebut masih 

terus berjalan.  

Pada perkembangannya di tahun 2012, ada uji materi Undang-Undang 

Perbankan Syariah yang dalam putusannya Mahkamah Konstitusi membatalkan 

penjelasan pasal 55 (2) Undang-Undang Perbankan Syariah soal pilihan 

penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah karena dianggap bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar 1945.  

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi pasal 

55 (2) undang-undang perbankan yang diajukan oleh Dadang Achmad, Direktur 

CV Benua Enginering Consultant dan nasabah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.  

Pertimbangan hukum majelis hakim yang dipimpin oleh Akil Mochtar 

mengatakan pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam penjelasan  Pasal  

55  ayat  (2)  UU Perbankan  Syariah dalam  beberapa  kasus konkret telah 

menimbulkan  adanya  persoalan  konstitusionalitas.  “Pada  akhirnya  dapat 

memunculkan  adanya  ketidakpastian  hukum  yang  dapat  menyebabkan  
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kerugian bukan  hanya  bagi  nasabah  tetapi juga  pihak  Unit  Usaha  Syariah,” 

petikan pertimbangan hukum putusan . Selain itu, pilihan penyelesaian  sengketa   

untuk  menyelesaikan  sengketa  dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut 

dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) pada  akhirnya  akan  menyebabkan  adanya  

tumpang  tindih  kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan 

yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan  sengketa  perbankan  syariah. 

Sedangkan,  dalam Undang-Undang yang lain (UU Peradilan Agama) secara 

tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan  kewenangan  untuk  

menyelesaikan  sengketa  perbankan  syariah, termasuk juga sengketa ekonomi 

Syariah. 

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sesungguhnya memperkuat 

kewenangan Peradilan Agama yang secara absolut dapat menyelesaikan 

sengketa ekonomi Syariah sebagaimana diatur secara jelas dalam Undang-

Undang Nomor Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga perdebatan yang selama ini 

muncul dapat terselesaikan.  

 

B. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi 

1. Arbitrase 

Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti 

“kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. 

Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat 

ini walaupun pada akhirnya mempunyai inti makna yang sama. Subekti 

menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa 

oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para 

pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim 

yang mereka pilih4 pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus 

 
4 Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm.1. 
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Pengadilan. Poin penting yang membedakan Pengadilan dan arbitrase adalah 

bila jalur Pengadilan (judicial settlement) menggunakan satu peradilan 

permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum 

tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, 

arbitrator bertindak sebagai “hakim” dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana 

hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang sedang ditangani.5 Di 

Indonesia, perangkat aturan mengenai arbitrase yakni UU No. 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah 

tahkim. Tahkim berasal dari kata hakkama, secara etimologis berarti 

menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut 

erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya. 4 Lembaga ini 

telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat 

istem peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik, 

waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai 

atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.6 Gagasan 

berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya 

para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk 

bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. 

Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992. 

Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali 

penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur 

beracara akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan 

Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang telah berganti nama menjadi 

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan dalam 

Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI 

 
5 Brierly J. Law, The Law of Nation, Oxford, Clarendon Press, 1983, hlm.347 
6 NJ. Coulson, a History of Islamic Law, (Edinburg: University Press, 1991), hlm. 10). 6 

Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan 
Pasar Modal Syariah di Indonesia), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 167. 
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dituangkan dalam SK MUI No. Kep09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 

sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa 

di bidang ekonomi syariah. 

BASYARNAS sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis 

Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa 

muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, 

jasa. Pendirian lembaga ini awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank 

Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Di samping 

itu, badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum 

(bindend advice), yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan 

tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang 

tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk 

diselesaikan.7 Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaian perselisihan, 

maka lembaga peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara 

tersebut. Hakim harus memperhatikan rujukan yang berasal dari arbiter yang 

sebelumnya telah menangani kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan dan 

untuk menghindari lamanya proses penyelesaian. 

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Alternatif Penyelesaian Sengketa Di dalam terminologi Islam dikenal 

dengan ash-shulhu, yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. 

Dalam pengertian syari’at ash-shulhu adalah suatu jenis akad (perjanjian) 

untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 (dua) orang yang 

bersengketa.8 Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal, 

yakni Pasal 6 UndangUndang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme 

penyelesaian sengketa.  

 
7 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia, (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2002), hlm. 105. 10 Warkum Sumitro, Op.Cit., hlm. 167-168. 
8 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Terjemahan Jilid 13), (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1997), hlm. 189. 
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Sengketa atau beda pendapat dalam bidang perdata Islam dapat 

diselesaikan oleh para pihak melaui Alternative Penyelesaian Sengketa yang 

didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara 

litigasi. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas 

kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan 

melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang 

mediator.  

Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) 

hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui 

seorang mediator tidak berhasil juga mencapai kata sepakat, atau mediator 

tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat 

menghubungi lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menunjuk 

seorang mediator. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi 

harus sudah dapat dimulai. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat 

melalui mediator tersebut dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk 

tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait.  

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis 

adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik 

serta wajib didaftarkan di Pengadilan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 

hari sejak penandatanganan. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda 

pendapat tersebut wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak penandatanganan.  

Tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat 

keputusan mengenai sengketa yang terjadi tetapi hanya membantu para pihak 

untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan 
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hasil win-win solution.9 Tidak ada pihak yang kalah atau yang menang, semua 

sengketa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga hasil keputusan 

mediasi tentunya merupakan konsensus kedua belah pihak. Pemerintah telah 

mengakomodasi kebutuhan terhadap mediasi dengan mengeluarkan 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. 

 

 
9 Karnaen Perwataatmadja dkk., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, hlm. 292 
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